PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : J. Kusnodanupoyo Blok Plan NO 3 Molingkapoto, Kwandang
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KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN GORONTALO UTARA
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PERIZINAN BERUSAHA,
PERZINAN DAN NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTUKABUPATEN
GORONTALO UTARA

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN GORONTALO UTARA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan ekosistem
investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif,

memberikan kepastian hukum, melindungi

PARAF KOORDINASI
kepentingan umum serta menjaga keberlangsungan
NO | PENGELOLA | PARAF kinerja Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan
Nonperizinan, perlu menetapkan Standar Pelayanan ;
o ﬁk b. bahwa proses integrasi penyelenggaraan Pelayanan
ne Kabid %/ Terpadu Satu Pintu pada Pemerintah Kabupaten
'erencanaan
A Gorontalo Utara dilakukan melalui pemberian
g | Sectans Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan
Nonperizinan secara  elektronik  berdasarkan
i Kepala u‘ntuk
DPMPTSP | diTTD ketentuan peraturan perundang — undangan;
c. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan publik di

bidang Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan
Nonperizinan dilingkungan pemerintah Kabupaten
Gorontalo Utara, setiap penyelenggara pelayanan
publik wajib menetapkan standar pelayanan (SP)

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢, perlu

KABID SEKRETARIS
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menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gorontalo Utara tentang Penetapan Standar
Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo

Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi
Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4687);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);

3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang -Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

KABID SEKRETARIS
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Berusaha berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

10.

10.

Lk

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 );
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan
Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman
Modal(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 272);

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor
9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modaldi
Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah
Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2014 Nomor 193,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo
Utara Nomor 193);

Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor
9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah  Kabupaten Gorontalo Utara tentang
pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 247);

Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang
Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan
Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan
Nonperizinan Kepada Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

KABID SEKRETARIS
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan

Kesatu :  Penetapan Standar Pelayanan Perizinan Berusaha,
Perzinan Dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten
Gorontalo Utara, sebagaimana tercantum pada
lampiran keputusan ini.

Kedua g Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu meliputi ruang lingkup Pelayanan

Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan

Pelayanan perizinan dan nonperizinan diselenggarakan
melalui sistem Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE)
dan/atau Manual.

a. Perizinan Berusaha terdiri atas Sektor :

[y

Kelautan dan perikanan;

Pertanian;

Lingkungan hidup;

Perindustrian;

Perdagangan;

Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
Transportasi;

Kesehatan, obat dan makanan;

Pendidikan dan kebudayaan;

i R

[
o

. Pariwisata;
11. keagamaan;
12. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan
transaksi elektronik ;dan
13. Ketenaga kerjaan.
b. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan
Usaha (PB UMKU) terdiri atas sektor :
1. Kelautan dan perikanan,;
2. Pertanian;
3. Lingkungan hidup;
4

Perindustrian;

YU KABID SEKRETARIS
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13.

Perdagangan;

Pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
Transportasi;

Kesehatan, obat dan makanan;

Pendidikan dan kebudayaan;

. Pariwisata;
. keagamaan;

. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem da

n transaksi elektronik; dan
Ketenagakerjaan.

Pelayanan Perizinan terdiri atas:

1.

ol U LI

Pt ek ek
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13.

14.
18.
16.
L &
18.
19.
20.
21,
22,

Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter
Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;

Izin Praktek Bidan;

Izin Praktek Perawat;

Izin Praktek Apoteker;

Izin praktek tenaga analis;

Izin praktek tenaga teknis kefarmasian,

Izin praktek rekam medik;

Izin praktek perawat anastesi;

Izin praktek perawat gigi;

. Izin praktek penyehat tradisional,;
. Izin operasional rumah sakit pratama;
.Izin rumah sakit kelas C dan D (izin

operasional rumah sakit);

Izin operasional pusat kesehatan masyarakat
(Puskesmas);

Izin kerja tenaga kesehatan;

Izin operasional laboratorium kesehatan;
Izin operasional unit transfusi darah;
Izin operasional optik (izin optikal);
Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);
Sertifikat Laik Fungsi (SLF);

Izin praktek dokter hewan;

Izin praktek paramedis hewan;

Izin praktek pemeriksa kebuntingan;

KABID SEKRETARIS
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23. Izin praktek inseminasi buatan; dan

24. Izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT).
d. Pelayanan Non perizinan terdiri atas:
Surat keterangan;
Surat Penelitian Mahasiswa/Kelompok;
Amdal Lalin;
Pengelolaan parkir;
Sedot tinja;

Peil banjir; dan

;P on B g

Rekomendasi distributor pupuk;

Ketiga :  Standar Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan
Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo
Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu
wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/ pelaksana
dan sebagai acuan dalam pelayanan administrasi

Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan.

Keempat :  Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan :di Kwandang
Pada tanggal : 28 Desember 2022
KEPALA DINAS

EFENDI S./MOBILINGO, S.SOS
PEMBINX UTAMA MUDA IV/c
NIP. 19691205 200012 1 003

KABID SEKRETARIS
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LAMPIRAN 1I: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN

GORONTALO UTARA

NOMOR : NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG : PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PERIZINAN BERUSAHA, PERIZINAN DAN
NONPERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO RENDAH DAN RISIKO MENENGAH RENDAH

ORANG PERSEORANGAN

Service Delivery

1.

Persyaratan

NIK / e-KTP untuk pemohon WNI

Nomor Paspor untuk pemohon WNA

NPWP

Email Pemohon

Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif Pemohon

o on

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Permohonan Notifikasi Verifikasi
Perizinan Permohonan Pemenuhan
Felou Lsana . = kepada Penerbit = Persyaratan oleh
Berusaha melalui 9 e
0SS Perizinan Penerbit Perizinan
Berusaha* Berusaha?*

Sistem OSS menerbitkan Perizinan

Disetujui Berusaha a.n. Penerbit Perizinan
Berusaha*

Nofifikasi Penerbit

Perizinan Sistem 0SS menyampaikan permintaan
—— —
Berusaha? Kurang Lengkap unfuk melengkapi kekurangan

melalui OSS RBA

Ditolak Sistem OSS menyampaikan penolakan




Pastikan Anda telah memiliki hak akses

Hak akses berupa username dan
password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada
saat pendaftaran

Kunjungi https://oss.go.id/

W OSS

W OSS

Terms kasih ARIF RACHMAN eiah metakukan aksast

Usesname 213ke761

Passwers Tereraane

Salam,

Lembaga OSS - Kemertenan investas BKFL

Oite

@ 2ian Jet Gaot Subroto No. 48
Stana 1190

Inconesta

@000

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

W OSS

%5 BERITA & PENGUMUMAN

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MIKRO & KECRL

maNA (AN BEOULAN PaRUA

ir. M. Joko Widodo.

AJUKAN PERIZINAN

USAMA MENENGAM & BESAR

&) masux sesacAl
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
comprer

KAWASAN

Bo rowacunmasvansar

raa

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

BERANDA

INFORMAS| REGULAS! PANDUAN Pencaria

PANDUAN 0SS

Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil.
Regulasi yang tumpang tindih

dan prosedur rumit dipangkas. @

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MIKRO & KECIL

(1)

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MENENGAH & BESAR

oArwi | mMAsux I

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang
tertera, lalu klik tombol MASUK

rmrnein s

KEMENTERIAN INVESTASI/EKPM P S

sstem penzinan & )
K yang clksola dan \ |

erian \

Lembaga

nangat  Undang-Undang

Kinl sistem OS5 melayani perizinan berusaha
sika. Melalul sistem OSS, perizinan berusaha Masuk

pasti. mudah, efektif. dan transparan
Lupa Kata Sandi?

Belum mempunyat Hak Akses:

Daftar

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

AT s

Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru w OSS

Sefamat datang,
- e esmata

PERUEAHAN >

NIB Izin e

FENGEMBANGAN

<)

PERLU

PENCABUTAN

Nomor induk Berusaha (NIB) adalah bukti taan dan/atau 1z adalah persetujuan Pemi h Pusat atau
regstrasi/pendaftaran dan identitas bagt anaan Pemesnintah Da pelaksanaan
Pelaku Usaha dalam pelak: n PEMENUHAN PERSYARATAN keglatan 8)ib dipenuhl cieh
ugshanya, NIB wajib dimil Pelak ha sebelum melaksanakan kegiatar
dalam memulai kegiatan usaha usahanya.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




a Lengkapi Data Pelaku Usaha

yoes o
DATA PELAKU USAHA
Dot Ussha

Lengkapi Data Bidang Usaha

kan Klasifikasl Baku La

B 3

—

.
1
2
3.
4,
5.
6.
.
1
2.
3.
4,
e Klik
o Klik

X PEMILIHAN BIDANG USAHA A

Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui

W OSS

Sistem akan menampilkan data secara otomatis:

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama

Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Telepon

Alamat Sesuai KTP

Data yang harus Anda lengkapi:

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
Email

BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
Proses perizinan akan tetap bisa
dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha

belum memiliki BPJS Kesehatan atau

BPJS Ketenagakerjaan

tombol SIMPAN DATA

tombol ISI BIDANG USAHA Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

Sistem akan menampilkan Form Pemilihan
Bidang Usaha

Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung,
Kantor Cabang Administrasi, atau
Pendukung UMKU)

2. Bidang Usaha

(Apabila bidang usaha yang dipilih
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistem akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang
Usaha

4. Ruang Lingkup Kegiatan

Klik tombol SIMPAN.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




11 usana

a Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

@ Skalz usaha Anda adalah Koot
Tingkat risiko kegistan usshs Anda sxdalsh Rendah

G dan Sampal dengan 121 ~

Jumiah Tonaga Korja indongsin | sq

Daftar Produk/Jasa

Junis Produlel

@

W OSS

Data yang harus Anda lengkapi:
Nama Usaha/Kegiatan
Luas Lahan Usaha

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten/Kota
Kecamatan
Kelurahan/Desa

Kode Pos

Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
Modal Usaha

CLVWXO®IULHUWN

=

Klik VALIDASI RISIKO

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

cruiwven weszasT

Sistem akan otomatis
menampilkan skala usaha dan
tingkat risiko pada usaha Anda
berdasarkan pengisian data.

Data yang harus Anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan
berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya,
isi data perizinan berusaha yang
dimiliki)

2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

3. Deskripsi kegiatan usaha

4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Klik tombol TAMBAH PRODUK JASA

Undang-Undang Cipta Kerjz
Pasti, Mudah, Cepat




m Lengkapi Data Produk/Jasa

X TAMBAH PRODUK/JASA °

/Tahun

SIMPAN

W OSS

Data yang harus Anda lengkapi:

T
2.
3

Jenis Produk/Jasa

Kapasitas (/Tahun)
Satuan Kapasitas

Klik tombol SIMPAN

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah

untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu)

W OSS

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

o e : e Data yang harus Anda lengkapi:
i Piodukfsés 1. Jenis Produk/Jasa
Roti Tawar . 2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas
100.000 / Tahun Pcs -
ke SNI?
(Jika Ya, isi Nomor Sertifikat SNI dan
Yo ' SR [:;k G i ] Masa berlaku SNI)
5.
(e s ) 7 ) it .
— - (Jika Ya, isi Nomor Sertifikat Halal,
[m e ] [mw — ] Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)
— e Klik tombol SIMPAN
[[3 Tanggal Berakhir ]
Periksa Daftar Produk/Jasa
Daftar Produk/Jasa
No Kapasitas Satuan Jenis Produksi

1

“s

m

« Sistem akan menampilkan:
1. Kapasitas
2. Satuan
3. Jenis Produksi

« Klik tombol SELESAI.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Periksa Daftar Usaha

W OSS

DATA USAHA

No Bidang Usaha

86902 - Aktivitas Pelayanan Keschatan Tradisional

Pencarian

Lokasi Usaha Data Usaha
Alamat : Jalan
Kewiritan SUiid Jumlah Tenaga Kerja Indonesia * 4
IUmia - G 3 Ind 518 >
Kecamatan - Ubud : 5 i 2
! % Modal Usaha : Rp 1.000.000.000 B i
Kab/Kota : Kab. Glanyar

Provinsi : Bali

Rows per page: 0 - 11061
e Sistem akan menampilkan data:
1. Bidang Usaha (KBLI)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha (Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha)
: dang-Undang Ci j
e Klik tombol SELANJUTNYA. b i g e
IVl Periksa Daftar Kegiatan Usaha kS @§S
DAFTAR KEGIATAN USAHA
: skala  Tingkat cL
No KBLI Lokasi usaha Data Usaha Risiko Pernyataan Mandiri Status
Alamat : Jalan
Kelurahan : Ubud Jumlah Tenaga Kerja
i 86002 Kecamatan : Ubud ndonesia: 5 Usaha Menengah 2
> Kab/Kota : Kab. Modal Usaha : Rp Kecll Rendah
Gianyar 2.000.000.000
Provinsi : Bali
« Sistem akan menampilkan: « Klik ikon “V".

KBLI

Lokasi Usaha

Data Usaha

Skala Usaha
Tingkat Risiko
Pernyataan Mandiri
Status

NO U P UGN

Klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA.
Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Rendah lanjut ke langkah 14.

Untuk Perizinan UMK dengan Risiko Menengah Rendah lanjut ke
langkah 13.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




'kl Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
(KBLI/Bidang Usaha tertentu) B |

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah sudah memiliki Dokumen Persetujuan

Lingkungan atas kegiatan ini ? |

BATALKAN

« Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 13.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

+ Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

kR Periksa glan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan % OSS
(KBLI/Bidang Usaha tertentu) S

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI
Pin
[Sudah - ]

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan ‘ Pilih

BATALKAN

« Jika pilih Sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.
+ Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14) tanpa melalui proses

pemilihan parameter

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

kNl Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
(KBLI/Bidang Usaha tertentu) o

BATALKAN § LANJUT

«+ Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan”
yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

+ Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




kNl Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan

® (KBLI/Bidang Usaha tertentu)

Parameter Lnghungan

Il Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

PERNVATAAN MANDIRI

MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, KESEHATAN DAN PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN (K3L)

[ 5

W OSS

« Jika Anda belum memiliki Dokumen
Persetujuan Lingkungan, maka data yang
harus Anda lengkapi:

1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi
parameter yang tertera pada formulir
sesuai dengan kegiatan usaha yang
dilakukan.

(Kemudian, sistemn akan menampilkan
jenis kewajiban dokumen lingkungan
yvang harus dipenuhi, seperti SPPL,
UKL/UPL, atau AMDAL)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian
kegiatan usaha yang dilakukan.

« Klik tombol LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

e Sistem akan menampilkan berbagai
macam Pernyataan Mandiri sesuai
dengan data dan informasi yang
tersimpan sebelumnya, seperti
Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan
Memenuhi Standar Usaha (risiko
Menengah Tinggi)/Kesediaan
Memenuhi Persyaratan izin (risiko
Tinggi), SPPL, dan lain-lain.

e Baca, pahamidan klik checkbox
masing-masing PERNYATAAN
MANDIRI,

o Klik LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




IEN Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri W QSMS

e e Khusus untuk perizinan tunggal dan
N st mamenu pesyac s S gt e {84 sboge e cgopees o Bt i g deyteen dan pada KBLI tertentu yang
s i bdmredoc o iesbabal sl oot R Y membutuhkan Standar Nasional
niongan s S s Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Halal,
i sistem akan menampilkan
Pernyataan Mandiri terkait hal

PEMENUHAN PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA te rse b u t

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

IEN Pahamidan Centang Pernyataan Mandiri 4 @§MS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Menyatakan kesangguoan
aal

e Khusus untuk perizinan yang membutuhkan komitmen terkait
lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri
terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




ILN Periksa Draf Perizinan Berusaha % @SS

[ e [ i s

. Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/checkbox.

+ Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

ICR:| Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah) 5 @SS

DAFTAR KEGIATAN USAHA

« Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

« Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan
berusaha tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah) % @§S

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No  KBU Lokasi Usaha Data Usaha Permyataan Mandri Stanm

CETAK Ni&

» Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Sertifikat Standar, klik tombol CETAK SERTIFIKAT STANDAR.
3. PKPLH/SKKL, klik CETAK Persetujuan PKPLH/SKKL. (Jika ada)
4. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

« Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan

berusaha tersebut. Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 30 Menit sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap;

Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah Orang Perseorangan
2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah Orang Perseorangan

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat
digunakan untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang
melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat
aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA dan Chatbot : 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5) Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id/
dpmptsp.gorutkab.go.id )
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan
Instagram : @dpmptspgorut
2. Alur Penanganan Pengaduan

4 N\ N o/ (
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim | Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan . Pengelola v| Menerima Jawaban
secara langsung, lisan,

. Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis

(e )
q J L Y N

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam,;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan,
selambat — lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan
koordinasi

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1

Dasar Hukum

1. Undang — Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan
Mandiri dan pendingin udara ( AC Split )

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan
kursi tunggu sofa

3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat

4. Tempat penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

o. CCTV

10.Jaringan Internet WIFI



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/
http://www.lapor.go.id/

Fasilitas Pendukung

Area Merokok

Mesin Fotocopy

10. Toilet Umum dan Disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13. Tabung pemadam api ( APAR)

1. Ruang Laktasi

2. Tempat Bermain Anak

3. Ruang Konsultasi dan Pengaduan
4. Mesin Antrian Elektronik

5. Televisi

6. Musola

7. Kantin

8.

o.

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan
prinsip pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik
dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk
keamanan data;

2. Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada
setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1. Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus
dokumen perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) secara manual.




PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO MENENGAH TINGGI DAN RISIKO TINGGI
ORANG PERSEORANGAN

Service Delivery

1.| Persyaratan

1. NIK / e-KTP untuk pemohon WNI

2. Nomor Paspor untuk pemohon WNA

3. NPWP

4. Email Pemohon

5. Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif Pemohon

2.| Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Permohonan Nofifikasi Verifikasi
Perizinan Permohonan ; Pemenuhan
Pelaku Usaha —— Berusaha melalui kepada Penerbit —— Persyaratan oleh
05 Perizinan Penerbit Perizinan
Berusaha* Berusaha*

Sistem OSS menerbitkan Perizinan
Berusaha a.n. Penerbit Perizinan
Berusaha*

|

Nofifikasi Penerbit
Perizinan
Berusaha*
melalui OSS RBA

Disetujui

Sistern OSS menyampaikan permintaan

Kuriangienakap untuk melengkapi kekurangan

Ditolak Sistem OSS menyampaikan penolakan

% OSS

Hak akses berupa username dan
password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada
saat pendaftaran

Pastikan Anda telah memiliki hak akses E @SS

I eng:tindang Cipts Kena
Pasti, Mudah, Cepat




. Kunjungi https://oss.go.id/

wenanoa

w OSS

Dengan undang-undang Cipta Kerja
an memudahkan masyarakat,
hususnya Usaha Mikro Kecil
mpang tindih
dan prosedur rumit dipangkas.

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MIKRO & KECIL

5 GERITA 8 PENGUMUMAN

EOULA  PaAN

ir. M. Joko Widodo

AJUKAN PERIZINAN

USAMA MENENGAM & BESAR

E)masux sesacar
KEMENTERIAN DAN LENBAGA
oompTER

KAWASAN

Bo rowaoumusvansar

Pilih MASUK

SS

k

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

SS

W

BERANDA

W OSS

Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,

4 khususnya Usaha Mikro Kecil.

8 Regulasi yang tumpang tindih
dan prosedur rumit dipangkas.

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MIKRO & KECIL

PANDUAN 0SS

INFORMASI  V/

DMTAF{ | masux I

Q

REGULASI PANDUAN

Pencaria

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MENENGAH & BESAR

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang

tertera, lalu klik tombol MASUK

aruman e

q kin
berbasis risika. Melalul sistem OSS, perzinan berusaha
menjadi pasti. mudah. efektif, dan transparan

Lupa Kata

Belum memp

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru

dalam memulai kegiatan usaha

N PERUBAHAN
v

— FENGEMBANGAN

PERLUASAN

PENCABUTAN

PEMENUHAN PERSYARATAN

W OSS I
PER AU

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

ﬂ Lengkapi Data Pelaku Usaha

@ oo o
DATA PELAKY USAHA
2 1me0s,
ata saha

W OSS

Sistem akan menampilkan data secara otomatis:

I O

Nomor Induk Kependudukan (NIK)
Nama

Jenis Kelamin

Tempat/Tanggal Lahir

Nomor Telepon

Alamat Sesuai KTP

Data yang harus Anda lengkapi:

1:

2.
3
4

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi
Email

BPJS Ketenagakerjaan (Jika sudah memiliki)
BPJS Kesehatan (Jika sudah memiliki)
Proses perizinan akan tetap bisa
dilanjutkan walaupun Pelaku Usaha

belum memiliki BPJS Kesehatan atau

BPJS Ketenagakerjaan

Klik tombol SIMPAN DATA

Klik tombol ISI BIDANG USAHA

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Lengkapi Data Bidang Usaha

X PEMILIHAN BIDANG USAHA

Be
[;\m;.,:xg.r 3 = ]
waso

> cils
i
Ridang L

erdasarkan Kliasifikasl Baku Lapangan Usaha Indonesia {K8LI) 2020

Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI melalui

m Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

Lengkapi Data Detail Bidang Usaha

@ Skalausaha Anda actalah Kocll
memlam usaha Andla sdalah Menengah

lakan i data produkfasa untuk malanjukan prases penyimpanan data usaha

W OSS

+ Sistem akan menampilkan Form Pemilihan
Bidang Usaha

+ Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Kegiatan Usaha (Utama, Pendung,
Kantor Cabang Administrasi, atau
Pendukung UMKU)

2. Bidang Usaha

(Apabila bidang usaha yang dipilih
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistem akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilih kegiatan usaha yang
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan Pelaku Usaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi
oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang
Usaha

4. Ruang Lingkup Kegiatan

+  Klik tombol SIMPAN.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

e Data yang harus Anda lengkapi:
Nama Usaha/Kegiatan
Luas Lahan Usaha

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten/Kota
Kecamatan
Kelurahan/Desa

Kode Pos

Apakah kegiatan ini sudah berjalan?
Modal Usaha

CW®M»IOULDUN

el

e Klik VALIDASI RISIKO

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

Atwu A TSSO

e Sistem akan otomatis
menampilkan skala usaha dan
tingkat risiko pada usaha Anda
berdasarkan pengisian data.

e Datayang harus anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizinan
berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya,
isilah dengan perizinan berusaha
yang sudah dimiliki)

2. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi

3. Deskripsi Kegiatan Usaha

4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

e Klik Tambah Produk/Jasa

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




m Lengkapi Data Detail Bidang Usaha (Khusus Risiko Tinggi

dan Lokasi terdapat Kawasan)

. Skala ussha Anda adalah Kecil
Tingkat risiko kngiatan usaha Anda adalah Tinggi

Tidak

Tidak

& 1z2om

Sutusn Kapesias Jenis Produk/sss

a Lengkapi Data Produk/Jasa

X TAMBAH PRODUK/JASA L]

Setelah pengisian modal usaha, sistem akan
melakukan validasi skala usaha dan tingkat
risiko, jika risiko usaha adalah Tinggi dan
lokasi usaha terdapat kawasan, sistem
menampilkan form dengan data yang harus
anda lengkapi:
1. Apakah Lokasi usaha berada di
kawasan? (Jika Ya, pilih Nama Kawasan)
2. Apakah sudah memiliki perizinan
berusaha yang sebelumnya? (Jika Ya,
isilah dengan perizinan berusaha yang
sudah dimiliki)
3. Jangka Waktu Perkiraan
Beroperasi/Produksi
4. Deskripsi Kegiatan Usaha
5. Jumlah Tenaga Kerja Indonesia

Klik Tambah Produk/Jasa

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

AT ST

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (/Tahun)

3. Satuan Kapasitas

Klik tombol SIMPAN

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




I0l Periksa Daftar Produk/Jasa

W OSS

Ntvew TR nertse o

Daftar Produk/Jasa
No Kapasitas Satuan
1 100 Kursi

Jenis Produksi

Pendidikan Swasta

Z'u

Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat

SS

AT TR ersTAS

W

e Sistem akan menampilkan:
1. Kapasitas
2. Satuan
3. Jenis Produksi
e Klik tombol SELESAL
Periksa Daftar Usaha
Data Usaha
No Bidang Usaha Lokasi Usaha Data Usaha

1 47263 - Perdagangan Eceran Kopl, Culs Pasir dan Cula Merah

Alarmat : 31 Japos Raya
Kelurahan : Paninggiian
Ketamatan : Ciledug
Kab/Kotz : Kota Tangerang
Prouvins! : Banten

Item Per Halaman 10 -

Jumiah Tenaga Kena Indonesia : 8
Maodal Usaha : Rp150.000.000

#

e Sistem akan menampilkan data:
1. Bidang Usaha (KBLI)
2. Lokasi Usaha

3. Data Usaha (Jumlah tenaga kerja dan Modal Usaha)

e Klik tombol LANJUT..

Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat




IPA Periksa Daftar Kegiatan Usaha w QS.S

DAFTAR KEGIATAN USAHA
> Skala Tingkat "
No KBLI Lokasi Usaha Data Usaha Usaha Risigko Pernyataan Mandiri Status
Alamat . Jalan
:;::!nr-nn' Lojoan Jumlah Tenaga Kerja
- 'ﬂc;m; - s Indonesia : 5 Usaha  Menengah =
s ::;b'mv; K;:Q ;|:3fl;:‘;7;n Rp Keell Tingg:
;"ecl:;::aﬁa i
« Sistem akan menampilkan: + Klik ikon “V".
1. KBLI
2. Lokasi Usaha + Klik tombol PROSES PERIZINAN BERUSAHA.
3. Data Usaha
4. Skala Usaha
5. Tingkat Risiko
6. Pernyataan Mandiri
7. Status
Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
'kl Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan % ™SS

(KBLI/Bidang Usaha tertentu)

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJIB DIPENUHI

BATALKAN

+ Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 13.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 13.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

+ Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




'kl Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
(KBLI/Bidang Usaha tertentu) L

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 85497 YANG WAJJIB DIPENUHI

Dokumen Persetujuan =
- Sudah| >

Apakah sudat

Lingkungan atas kegiata i?

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan ‘ Pilih

uAuuun

« Jika pilih Sudah, akan muncul pilihan jenis dokumen persetujuan lingkungan yang dimiliki.

+ Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 14) tanpa melalui proses
pemilihan parameter

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

kNl Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
(KBLI/Bidang Usaha tertentu) b

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda

m ik

+ Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan”
yang harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

+ Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
W (KBLI/Bidang Usaha tertentu) il

« Jika Anda belum memiliki Dokumen
Persetujuan Lingkungan, maka data yang
S e (e ' harus Anda lengkapi:

1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi
parameter yang tertera pada formulir
sesuai dengan kegiatan usaha yang
dilakukan.

(Kemudian, sistem akan menampilkan
jenis kewajiban dokumen lingkungan
yang harus dipenuhi, seperti SPPL,
UKL/UPL, atau AMDAL.)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan
uraian kegiatan usaha yang dilakukan.

« Klik tombol LANJUT

m Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Il Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

PERNVATAAN MANDIRI

MENJAGA KESELAMATAN, KEAMANAN, PEL

OLAAN L (PKPLH)

(k3L

Il Periksa Draf Perizinan Berusaha

o

W OSS

Sistem akan menampilkan berbagai
macam Pernyataan Mandiri sesuai
dengan data dan informasi yang
tersimpan sebelumnya, seperti
Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan
Memenuhi Standar Usaha (risiko
Menengah Tinggi)/Kesediaan
Memenuhi Persyaratan izin (risiko
Tinggi), SPPL, dan lain-lain.

Baca, pahami dan klik checkbox
masing-masing PERNYATAAN
MANDIRI,

Klik LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

¥ OSS

. Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/checkbox.

« Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Il Perizinan Berusaha terbit (SS/Izin belum terverifikasi) w ®§S

e Perizinan Berusaha telah
terbit, meliputi:
1. Risiko MT = NIB dan SS
belum terverifikasi
2. Risiko T =lzin

DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA

e Anda dapat melihat,
mengunduh, dan mencetak

s s produk perizinan berusaha
tersebut.

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha Anda Menengah Tinggi

o Blskat niurhan DATSTANES AN 580 Jeagen Bk 4 311

e Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan adalah UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan
pemenuhan persyaratan dokumen lingkungan terlebih dahulu ke instansi yang berwenang.

e Setelah melalui proses persetujuan persyaratan dasar, untuk mendapatkan Sertifikat Standar
terverifikasi dan Izin, maka lakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan klik

di sini atau buka menu Pemenuhan Persyaratan. Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan W @SS

i

1. Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan

2. Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

4. Tunggu Proses Verifikasi dan Persetujuan Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan

5. Perizinan Berusaha Terbit

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Buka Menu Permohonan, pilih Pemenuhan Persyaratan

¥ OSS

crunmnan e e

PERMOHONAN BARU
PERUBAHAN >
PENGEMBANGAN
PERLUASAN

PENCABUTAN

PEMENUHAN PERSYARATAN

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Klik tombol Proses Pemenuhan Standar Usaha/Persyaratan

W OSS

DAFTAR KEGIATAN USAHA
A Skala Tingkat Status Perizinan
No L Lokasi Usaha Data Usaha PR e ata Status Pemenuhan
Alamat . Jalan
Kelurahan
Pelaga Jumlah Tenaga Kerja
: NIB terbit | "
Kecamatan Indonesia: 5 Usaha Menengah Belum melengkapl
1 85497 3 3 Sertifikat Standar belum 2
Petang Modal Usaha : Rp Kecil Tinggi terverdfikast persyaratan
Kab/Kota : Kab 3.000.000.000 BRYGHsa
Badung
wBel
| |

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Lengkapi Dokumen Pemenuhan

Form Pemenuhan Standar Usaha

Memenchy standar usana selatian hega sweste

2 Mennenuti standat wsana pelstan kera swasis.

ez

Tunggu perubahan status pemenuhan dalam proses verifikasi

perizinan berusaha

W OSS

Klik tombol PILIH FILE dan
unggah dokumen yang
sesuai. (Maksimal upload file:
5MB)

Klik centang/checklist
disclaimer

Klik tonbol LANJUT

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Status Porizinan Bermsaha

Data Usaha Tingkcat Risikn
Usaka

Usana Menengah

1 v 78421 Kecamatan Marg
eeens e Kesil Tinggs

Kab/Kota : Kab

Tabanan
Provingi : Ball

e Perubahan status
pemenuhan setelah
mengunggah dokumen
persyaratan.

DAFTAR KEGIATAN USAHA

Lokasi Usaha

Alamat  testing
Kelurahan
Tegaljadi
Kecamatan
Marga
Kab/Xota : Kab.
Tabanan
Provinsl . Bak

Jumlah Tenaga Kera
indonesia - 10 Usaha
Keil Tingg

S S84y Menengah

Status Pemenuhan

e Perubahan status
pemenuhan setelah
dokumen persyaratan yang
diajukan telah disetujui dan
permohonan sedang
diproses oleh kewenangan
terkait.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Tunggu perubahan status pemenuhan dalam proses verifikasi

perizinan berusaha

¥ OSS

DAFTAR KEGIATAN USAHA
Mo KBLl Lokasi Usaha Data Usaha S
Usaha
Alamat  testing
Kelurahan : Tegaljad
R ':jar' X : Jumlah Tenaga Kerja tiaha
1 70z b 9 Indonesia: 10 it
Shdstc il Modal Usaha® Rp 500000000 oo
Tabanan
Provinsi : Ball

Tingkat Risiko

Menengah
Tinggi

Status Perizinan Berusaha

NIB terbit
Sertifikat Standar
terverifikasi

e Status pemenuhan setelah diverifikasi dan disetujui oleh kewenangan terkait,

sehingga perizinan berusaha telah terbit.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
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Perizinan Berusaha telah terbit

¥ OSS

DAFTAR PERIZINAN BERUSAHA

No  KBU  LokasiUssha

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha Anda Menengah Tinggl

e Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu
sistem akan menampilkan DAFTAR
PERIZINAN BERUSAHA.

(Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA lalu klik 1ZIN.)

e Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

1. NIB, klik tombol CETAK NIB.

2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

3. Sertifikat Standar/lzin, klik CETAK
SERTIFIKAT STANDAR/CETAK IZIN yang
telah terverifikasi/disetujui (tergantung
risiko usaha)

4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN
PKPLH/SKKL (tergantung jenis dokumen
lingkungan yang dibutuhkan)

e Anda dapat melihat, mengunduh, dan

mencetak produk perizinan berusaha
tersebut.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 3.360 Menit sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap;
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi Orang Perseorangan
2. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi Orang Perseorangan
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

digunakan untuk berinteraksi

aduan secara tertulis

4) Telepon : 0852 9776 1614

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui

Media/sarana yang dapat
antara pemohon dan petugas yang

melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website

7) Media Sosial : Facebook

SP4N-LAPOR!
dpmptsp.gorutkab.go.id )
Dpmptsp Gorontalo Utara dan

(www.lapor.go.id/

N

Instagram @dpmptspgorut
2. Alur Penanganan Pengaduan
e N\ O/
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan N Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, lisan, Menerima Aduan Pencaduan Pengaduan
telepon dan tertulis g \_

J

— lambatnya 5 hari kerja;

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, selambat



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/
http://www.lapor.go.id/
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3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan
koordinasi antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1

Dasar Hukum

1. Undang — Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah

2. | Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas
Sarana dan Prasarana
1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan
Mandiri dan pendingin udara ( AC Split )
2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan
kursi tunggu sofa
3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat
4. Tempat penitipan Helm
5. Tempat Charger HP
6. Gerai pelayanan
7. ATK
8. Komputer dan Printer
9. CCTV
10. Jaringan Internet WIFI
Fasilitas Pendukung
1. Ruang laktasi
2. Tempat bermain anak
3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik
5. Televisi
6. Musola
7. Kantin
8. Area merokok
9. Mesin fotokopi
10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda
12. Genset
13. Tabung pemadam api ( APAR)
3. | Kompetensi Pelaksana
1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait
5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.
4. | Pengawasan Internal
1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu
5. | Jumlah Pelaksana
Dua Belas (12) orang
6. | Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya
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Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1.

2.

3.

Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik dengan
login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk keamanan
data;

Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada
setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1.

2.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) secara manual.




PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO RENDAH DAN RISIKO MENENGAH RENDAH

BADAN USAHA

Service Delivery

1.| Persyaratan

Akta Pendirian

Akta Pengesahan (AHU)

NIK / e-KTP Direktur

Nomor Paspor untuk pemohon WNA

NPWP Badan Usaha

NPWP Direktur

Email Badan Usaha

Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif Pemohon

QN O AWK

2.| Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Permohonan Nofifikasi Verifikasi
Perizinan Permohonan Pemenuhan
relaky sae . = kepada Penerbif —+ Persyarafan oleh
Berusaha melalui 9 —
0S5 Perizinan Penerbit Perizinan
Berusaha* Berusaha*

Sistem OSS menerbitkan Perizinan

Disefujui Berusaha a.n. Penerbif Perizinan
Berusaha*

Nofifikasi Penerbit

Perizinan Sistem OSS menyampaikan permintaan
—— —
Berusaha* Kurang Lengkap unfuk melengkapi kekurangan

melalui O3S RBA
Ditolak Sistem OSS menyampaikan penolakan




Pastikan Anda telah memiliki hak akses

Hak akses berupa username dan
password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada

saat pendaftaran

% OSS

Tenma kasih ARIF RACHMAN ieish metakukan acast

Usesmame i3k8761

Passwern Terkrane

Staksn bogn pa
usermame dar
Berusans, WK

nenggunasan
vaiuen Perinan

melanjuthar
193 pun) han, maka

am sngha
Anga secara

gajuan Perzinen Ben
aan membeiakan nax al

Salam,
Lembaga 025

Kemertenan investas BKFL

160

0162559010

Jaan

D
52
®

Jakana 12180
Inconesta

@000

Kunjungi https://oss.go.id/

¥ OSS

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

A o8 AJUKAN PERIZINAN

USAMA MIKRO & KECIL

5 vioso

45 BERITA & PENGUNUMAN

il Darrsatan Masuh. Seraniara B Warys Hearn Ases b ndesewa

senanoa

ICAMAN Y BEOULASI  PSAOUIAN

ir. M. Joko Widodo

AJUKAN PERIZINAN

USAMA MENENGAM & BESAR

E) masux sesacal
KEMENTERIAN DAN LENBAGA
oompTen

KAWASAN

B rencavuan masvaraat

raa

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

SS

b 4

PANDUAN 0SS

BERANDA

Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,

khususnya Usaha Mikro Kecil.
Regulasi yang tumpang tindih
dan prosedur rumit dipangkas.

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MIKRO & KECIL

@

INFORMAS| REGULAS! PANDUAN

Pencaria

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

o

AJUKAN PERIZINAN

USAHA MENENGAH & BESAR

onusi | masux I

Q

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang W OSS
tertera, lalu klik tombol MASUK R

OSS

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

zinan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru % @SS

W 0SS ) (o ) )
PERMOHONAN BARU

PERUBARAN >
O .
— 1zin %
PENGEMBANGAN _
PERLUASAN

NIB

<

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

+ Lanjutkanlangkahberikutnyasesuaidenganjenis Badan UsahaAnda, dengan
kondisi berikut:
a) Jikaberjenis Perseroan Terbatas (PT), maka lanjut ke langkah 6.a
b) Jikaberjenis Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, maka lanjut ke langkah 6.
c) Jikaberjenis Persekutuan Komanditer/CV, maka lanjut ke langkah 6.c
d) Jika berjenis Persekutuan Firma, maka lanjut ke langkah 6.d
e) lJikaberjenis Persekutuan Perdata, maka lanjut ke langkah 6.e
f) Jika berjenis Koperasi, maka lanjut ke langkah 6.f
g) Jikaberjenis Persyarikatan/Persekutuan, maka lanjut ke langkah 6.g
h) Jika berjenis Yayasan, maka lanjut ke langkah 6.h
i) Jika berjenis Perusahaan Umum (Perum), maka lanjut ke langkah 6.i
j) Jika berjenis Badan Layanan Umum, maka lanjut ke langkah 6.j
k) Jika berjenis Badan Hukum Lainnya, maka lanjut ke langkah 6.k

+ Setelah langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing) sudah dilengkapi, Anda dapat
lanjut ke langkah7.




Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha

¥ OSS

Data Badan Usaha
Lengkap dan Sesual

Selanjutnya

e Klik tombol SIMPAN, lalu akan muncul pesan validasi.
(Jikabelumlengkap dansesuai, haraphubungiNotaris/laporkeDitjen AHU,

Kemenkumham)

¢ Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik kotak centang/checkbox.

Data Usaha

n Lengkapi Data Usaha (Isi Data Pemilihan Bidang Usaha)

% OSS

v Klik tombol ISI BIDANG USAHA terlebih
dahulu, lalukliktombol PILIH BIDANG

PILIH BIDANG USAHA

X PEMILIHAN BIDANG USAHA

(e 3

USAHA.

v Sistemakan menampilkan Form
Pemilihan BidangUsaha

+ Data yang harus Anda lengkapi:

1. Jenis Kegiatan Usaha
(Pilih Utama atau Pendukung atau
Kantor Cabang atau Pendukung
UMKU)

2. Bidang Usaha
(Apabilabidang usaha yang dipilih
masuk dalam ketentuan BUPM,
sistem akan menampilkan pilihan
kegiatan. Pilihkegiatanusahayang
sesuai dengan kegiatan yang
dilakukan PelakuUsaha)

3. Uraian Bidang Usaha, akan otomatis terisi

oleh sistem setelah memilih KBLI/Bidang

n Lengkapi Data Detail Usaha

2
3

@ o o wn

11

e Data yang harus Anda lengkapi:

Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15 digit
nomor NPWP yangsesuai)

Nama Usaha /Kegiatan

Luas LahanUsaha

Jikamengajukanlebihdaril bidangusaha/KBLI, makapadaproyek
keduadanseterusnyaakanmunculpilihan'Apakah KegiatanUsaha
ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha
sebelumnya?’, lalu pilih yang sesuai.

Alamat Usaha

Provinsi

Kabupaten/Kota

Kecamatan

Kelurahan/Desa

Kode Pos

Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? (Pilih Sudah/Belum)
Nama Usaha/Kegiatan

Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?




B Lengkapi Data Detail Usaha - Lanjutan

Rp L]

W OSS

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Pembelian dan Pematangan Tanah

Ww o -y oo P oo

Bangunan/Gedung
Mesin/Peralatan Dalam Negeri
Mesin/Peralatan Impor
Mesin/Peralatan (otomatis terisi)
Investasi Lain-Lain

Total Modal Tetap (otomatis terisi)
Modal Kerja 3Bulan

Total Nilai Investasi (otomatis terisi)

Klik tombol VALIDASI RISIKO

| Lengkapi Data Produk/Jasa W OSS
1. Jenis Produk/Jasa
2. Kapasitas (/Tahun)
3. Satuan Kapasitas
o Klik tombol SIMPAN
=3
Lengkapi Data Produk/Jasa (Khusus UMK Risiko Rendah
gkap / ( W OSS

untuk Perizinan Tunggal dan KBLI Tertentu) o

X TAMBAH PRODUK/JASA

Roti Tawar

100.000 /Tahun Pcs

nda sudah n ertifikat Halal®
[Nm-uv Sertifikat SN| J [\ omor Sertifikat Halal ]

Ya

Wajib diis!

[ (2) Masa Mulal Berlaku SNI (Sampal ] 3 Tanggal Terbit

Waib ais

(%) Tanggal Berakhir

e Data yang harus Anda lengkapi:

L.

2

Jenis Produk/Jasa

Kapasitas (/Tahun)

Satuan Kapasitas

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat
SNI?

(Jika Ya, isi Nomor Sertifikat SNI dan
Masa berlaku SNI)

Apakah Anda sudah memiliki Sertifikat
Halal?

(Jika Ya, isi Nomor Sertifikat Halal,
Tanggal Terbit dan Tanggal Berakhir)

¢ Klik tombol SIMPAN




n Periksa Data Usaha ‘,&, @SS

DATA USAHA
No Bidang Usaha Lokasl Usaha Data Usaha
Jumiah Tenaga Kerja Indonesia : 50
Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp O
Alamat : JI. Sudimara Bangunan Gedung : Rp 0
Kelurahan : Larangan Indah Mesin / Peralatan Dalam Negeri : Rp 100.000.000
1 55194 - Apartemen Hotel Kecamatan : Larangan Mesin / Peralatan Impor : Rp 200.000.000 C,/ []
Kab/Kota : Kota Tangerang Investasi Lain - Lain : Rp 300.000.000
Provinsi : Banten Modal Kerja 3 Bulan : Rp 600.000.000
Total Nilai Investasi : Rp 1.200.000,000
Luas Lahan : 6,001 M?
Item Per Halaman 10 v -
e Sistem akan menampilkandata:
1. Bidang Usaha (KBLI)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha
m Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS, dan WLKP) % QSS
e Data yang harus Anda lengkapi:
bl i 1. Apakah Perusahaan anda akan melakukan aktivitas
impor barang sendiri? (Jika Ya, pilih Jenis API yang
dimiliki)

2. Apakah Perusahaan anda memiliki Nomor Virtual
Account (BPJS Kesehatan)? (Jika Ya, input Nomor
Virtual Account BPJS Kesehatan yang dimiliki)

3. Apakah Perusahaan anda memiliki Nomor Virtual
Account (BPJS Ketenagakerjaan)? (Jika Ya, input
Nomor Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan
yang dimiliki)

4. Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?

DATA WAJIB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAMAAN (WLKP) (Jika Ya, input nomor WLKP yang dimiliki)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun

Pelaku Usaha belum memiliki BP]JS Ketenagakerjaan,

BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.

DATA PENDAFTARAN BRJS

z ¢ Klikkotak centang/checkbox padadisclaimeryang

FIS

m Periksa Daftar KegiatanUsaha “&* QSS

il e Sistem akan menampilkan:
Mo KU ok Unshe SR T e 1. KBLI
2. Lokasi Usaha
3. DataUsaha
4, Skala Usaha
p— 5. Tingkat Risiko
6. Pernyataan Mandiri
1. Status
e Klik tombol PROSES PERIZINAN
BERUSAHA.
[ s i e |
Item Per Halaman 10 = .

+ Untuk Perizinan UMK Risiko Rendah lanjut ke langkah 15.

+ Untuk Perizinan UMK Risiko Menenaah Rendah laniut ke lanakah 14.




ﬁ Periksadan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan % OSS
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) B

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 17012 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah

memiliki persetujuan lingkungan? il -

BATALKAN

e Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “"Apakah sudah memiliki
DokumenPersetujuanLingkunganataskegiatanini?” yangharusAndapilih:
a. JikapilihSudah, lanjut ke langkah 14.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 14.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

e Klik tombol LANJUT.

| Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
_(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) - Lanjutan | e

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 10412 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah untuk kegiatan usaha inl Anda sudah

memiliki persetujuan lingkungan? Sudah Y

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan

BATALKAN

+ Jika pilih Sudah, akan muncul kolom pilihan dan pilihlah jenis dokumen persetujuan lingkungan
yang dimiliki.

+ Kliktombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 15) tanpa melalui proses pemilihan
parameter

14.b

| Periksadan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
' (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) - Lanjutan o

Parameter Kewajiban Dokumen Lingkungan

Silakan pilih sesuai kriteria usaha dan/atau kegiatan Anda

S m

v Jika pilih Belum, sistem akan menampilkan konfirmasi “'Pilih Jenis Usaha dan/atau Kegiatan” yang
harus Anda pilih berdasarkan KBLI/Bidang Usaha terpilih.

+ Klik tombol LANJUT.




14 Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan % OSS
B (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) - Lanjutan

+ JikaAnda belum memiliki Dokumen Persetujuan
o Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi:
s 1. ParameterLingkungan, pilihlah kondisi parameter
yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan
usaha yangdilakukan.
(Kemudian sistem akan menampilkan jenis
kewajiban dokumen lingkungan yang harus
s dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)
2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan
usaha yangdilakukan.

¢+ Klik tombol LANJUT.

m Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri w OO0

PERNYATAAN MANDIRI

+ Sistem akan menampilkan berbagai
macam Pernyataan Mandirisesuai
MENSAGA KESELAMATAN, KEAMARAN, KESEMATAN DAN PELESTARIAN FUNGS! LINGKUNGAN (K31 dengan data dan informasi yang
tersimpan sebelumnya, seperti
Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan
Memenuhi Standar Usaha (risiko
Menengah Tinggi)/Kesediaan
PENGELOLAANL HoUP PR Memenuhi Persyaratan izin (risiko
Tinggi), SPPL, dan lain-lain.

+ Baca, pahami dan klik checkbox
masing-masing PERNYATAAN
MANDIRI,

F j ¢+ Klik LANJUT

Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri - Lanjutan W OSS

PEMENUHAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

o Khusus untuk perizinan tunggal dan
pada KBLI tertentu yang
membutuhkan Standar Nasional
Indonesia (SNI) dan Sertifikasi
Halal, sistem akan menampilkan
Pernyataan Mandiri terkait hal
tersebut.

PEMENUHAN PERSYARATAN STANDAR NASIONAL INDONESIA

o

KESANGGUPAN MENGIKUTI PROSES SERTIFIKAS! HALAL




" ¥ Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri - Lanjutan W OSS

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (SPPL)

Menyatakan kesanggupan

¢ Khususuntuk perizinanyang membutuhkan komitmen terkait
lingkungan hidup, sistem akan menampilkan Pernyataan Mandiri
terkait lingkungan hidup (SPPL/PKPLH)

T3 Periksa DrafPerizinan Berusaha W OSS

P

m TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA

» Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/checkbox.

W&y Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Rendah) e QSS

DAFTAR KEGIATAN USAHA

v Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

+ Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh, dan mencetak produk perizinan




@ Perizinan Berusaha telah terbit (Risiko Menengah Rendah) % ©OSS

DAFTAR KEGIATAN USAHA

PP PR T = ¢+ Perizinan Berusaha telah terbit,
, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB.
2. Sertifikat Standar, kliktombol
CETAK SERTIFIKATSTANDAR.
3. PKPLH/SKKL, klik CETAK
Pgrietujuan PKPLH/SKKL. (Jika
ada
4,  Pernyataan Mandiri, kliktulisan
Cetak.

+ Selanjutnya Anda dapat melihat,
@ mengunduh, dan mencetak produk
perizinan berusaha tersebut.

Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 60 Menit sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan lengkap;

Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Risiko Rendah ( Badan Usaha )
2. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Rendah ( Badan Usaha )

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat
digunakan untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang
melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat
aduan secara tertulis

1. Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2. Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3. WA dan Chatbot 0852 9776 1614

4. Telepon : 0852 9776 1614

5. Email : dpmptspgorut@gmail.com

6. Online melalui website SP4N-LAPOR! (www.lapor.go.id/
dpmptsp.gorutkab.go.id )

7. Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

4 NN /—/— [
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan ” Pengelola Y| Menerima Jawaban
secara langsung,. lisan, Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis ) \_

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :
1. Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2. Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan,
selambat — lambatnya 5 hari kerja;
3. Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan
koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/
http://www.lapor.go.id/

Manufacturing

1 | Dasar Hukum
1. Undang — Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah
2.| Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas
Sarana dan Prasarana
1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan
Mandiri dan pendingin udara ( AC Split )
2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan
kursi tunggu sofa
3. Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat
4. Tempat Penitipan Helm
5. Tempat Charger HP
6. Gerai pelayanan
7. ATK
8. Komputer dan Printer
9. CCTV
10.Jaringan Internet
Fasilitas Pendukung
1. Ruang laktasi
2. Tempat bermain anak
3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik
5. Televisi
6. Musola
7. Kantin
8. Area merokok
9. Mesin Fotocopy
10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda
12. Genset
13. Tabung pemadam api ( APAR )
3. | Kompetensi Pelaksana
1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer
3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait
5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.
4. | Pengawasan Internal
1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu
5. | Jumlah Pelaksana
Dua Belas (12) orang
6. | Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya




Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1.

2.

3.

Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik
dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk
keamanan data;

Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada
setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1.

2.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus
dokumen perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) secara manual.




PERIZINAN BERUSAHA
RISIKO MENENGAH TINGGI DAN RISIKO TINGGI

BADAN USAHA

Service Delivery

1.

Persyaratan

N S A

Akta Pendirian

Akta Pengesahan (AHU)

NIK / e-KTP Direktur

Nomor Paspor untuk pemohon WNA
NPWP Badan Usaha

NPWP Direktur

Email Badan Usaha

Nomor Handphone ( WhatsApp) aktif

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Permohonan Nofifikasi Verifikasi
Derizinan Permohonan _ Pemenuhan
Peloku Usaha  =— Serusaha melalsi kepada Penerbit ——> Persyaratan oleh
05 Perizinan Penerbit Perizinan
Berusaha* Berusaha?

Sistem OS$ menerbitkan Perizinan

Disefujui Berusaha a.n. Penerbit Perizinan
Berusaha®

Nofifikasi Penerbit

Perizinan Sistem OSS menyampaikan permintaan
> —
Berusaha* Kurang Lengkap untuk melengkapi kekurangan

melalui OSS RBA
Ditolak Sistem O3S menyampaikan penolakan




¥

Pastikan Anda telah memiliki hak akses

Hak akses berupa username dan
password yang dikirimkan ke
e-mail yang dicantumkan pada
saat pendaftaran

W OSS

Tenma kasih ARIF RACHMAN siah metakukan acast

Usesmame

Passwern

k8761

Trrertaane

Stakan g
usermane
Berusans, KK

Kunjungi https://oss.go.id/

embaga OSS - Kemertanian invest

pot Subeoto No. 48

AJUKAN PERIZINAN

PANOUA O8% USAMA MIKRO & KECIL

Bl vioso

BERITA & PENGUMUMAN

ir. M. Joko Widodo

AJUKAN PERIZINAN

USAMA MENENGAM & BESAR |

E) masux sesacal

KEMENTERIAN DAN LENBAGA
oompTen

KAWASAN

B rencavuan masvasaat

raa

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

PANDUAN 0SS

BERANDA INFORMAS|

Dengan undang-undang Cipta Kerja
akan memudahkan masyarakat,
khususnya Usaha Mikro Kecil.
Regulasi yang tumpang tindih

dan prosedur rumit dipangkas. @

AJUKAN PERIZINAN
USAHA MIKRO & KECIL

(1)

REGULAS!

Ir. H. Joko Widodo
Presiden Republik Indonesia

AJUKAN PERIZINAN

PANDUAN Pencaria

USAHA MENENGAH & BESAR

nAnAsi | mMasux I

Q

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Masukkan Username dan Password beserta CAPTCHA yang % OSS
tertera, lalu klik tombol MASUK

OSS

KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Klik Menu Perizinan Berusaha dan pilih Permohonan Baru E3 @SS

¥ 0SS D e e

PERUBAHAN > O .
— 1zin % !
PENGEMBANGAN _

PENCABUTAN B daniotaii

NIB

<

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

+ Lanjutkanlangkahberikutnyasesuaidenganjenis Badan UsahaAnda, dengan
kondisi berikut:
a) Jikaberjenis Perseroan Terbatas (PT), maka lanjut ke langkah 6.a
b) Jikaberjenis Perseroan Terbatas (PT) Perorangan, maka lanjut ke langkah 6.
c) Jikaberjenis Persekutuan Komanditer/CV, maka lanjut ke langkah 6.c
d) Jika berjenis Persekutuan Firma, maka lanjut ke langkah 6.d
e) lJika berjenis Persekutuan Perdata, maka lanjut ke langkah 6.e
f) Jika berjenis Koperasi, maka lanjut ke langkah 6.f
g) Jikaberjenis Persyarikatan/Persekutuan, maka lanjut ke langkah 6.g
h) Jika berjenis Yayasan, maka lanjut ke langkah 6.h
i) Jika berjenis Perusahaan Umum (Perum), maka lanjut ke langkah 6.i
j) Jika berjenis Badan Layanan Umum, maka lanjut ke langkah 6.j
k) Jika berjenis Badan Hukum Lainnya, maka lanjut ke langkah 6.k

+ Setelah langkah 6 (sesuai kondisi masing-masing) sudah dilengkapi, Anda dapat
lanjut ke langkah 7.




Validasi Kelengkapan Data Badan Usaha b QSS

Data Badan Usaha
Lengkap dan Sesual

menyatakan bahwa data dan Informasl yang saya Isl adalah benar serta saya bertanggung Jawab penu

Selanjutnya

e Klik tombol SIMPAN, lalu akan muncul pesan validasi.
(Jikabelumlengkap dansesuai, haraphubungiNotaris/laporkeDitjen AHU,

Kemenkumham)

¢ Jika data tervalidasi lengkap dan sesuai, lalu klik kotak centang/checkbox.

m Lengkapi Data Usaha (Tambah dan Pilih Data Bidang Usaha) % QSS

(@ ki P °
DATA USAHA e Kliktombol TAMBAH
BIDANG USAHA terlebih
dahulu.

e Sistem akan
menampilkan Formulir
Perekaman Data Pelaku
Usaha (Badan Usaha).

X FORMULIR PEREKAMAN DATA PELAKU USAHA (Badan Ussha)

e [alu kliktombol PILIH
BIDANG USAHA.

Detail Usaha

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

w Lengkapi Data Usaha (Isi Data Pemilihan Bidang Usaha) w QS,S
1. Bidang Usaha
Berdasarkan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indenesia (KBLI) 2020 2 Uraian Bldahg Usaha (terisi

] otomatis)

3. Ruang Lingkup Kegiatan
4. Apabila bidang usaha yang dipilih
i ] masuk ke dalam ketentuan BUPM
akan muncul pilihan kegiatan, lalu
pilih kegiatan usaha sesuai
dengan kegiatan yang dilakukan
oleh Pelaku Usaha

e Klik tombol SIMPAN.

Catatan: Pelaku Usaha dapat mengecek nomor KBLI

melalui https:/oss.qo.id/informasi/kbli-berbasis-risiko indang tindang Cinta Keifa
Pasti, Mudah, Cepat




a Lengkapi Data Detail Usaha W OSS

ALV IO RS

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Apakah Anda memiliki NPWP berbeda/cabang di lokasi ini?
(Jika Ya, akan muncul kolom NPWP dan isilah dengan 15 digit
nomor NPWP yang sesuai)
2. Nama Usaha / Kegiatan
3. Luas Lahan Usaha
Jika mengajukan lebih dari 1 bidang usaha/KBLI, maka pada proyek
kedua dan seterusnya akan muncul pilihan ‘Apakah Kegiatan Usaha
ini berada di lokasi yang sama dengan kegiatan usaha
sebelumnya?’, lalu pilih yang sesuai.
4. Alamat Usaha
5. Provinsi
6. Kabupaten/Kota
7. Kecamatan
8. Kelurahan/Desa
9. Kode Pos
10. Apakah kegiatan usaha ini sudah berjalan? (Pilih Sudah/Belum)
1.  Nama Usaha/Kegiatan
12. Apakah Anda akan melakukan pembangunan gedung?
(Jika Ya, maka data dikirimkan ke SIMBG sebagai permohonan
Persetujuan Bangunan Gedung)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

a Lengkapi Data Detail Usaha - Lanjutan W @SS

it et

Pembelian dan
Pematangan Tanah

Mesin / Peralatan Dalam
Negerl

Mesin / Peralatan Impor

Mesin / Peralatan

Investasl Lain - Lain

RpO

RpoO

RpO

RpO

e Data yang harus Anda lengkapi:
Pembelian dan Pematangan Tanah
Mesin/Peralatan Dalam Negeri
Mesin/Peralatan Impor

Investasi Lain-Lain

Modal Kerja 3 Bulan

NhWN -

RpO

e Klik tommbol VALIDASI RISIKO,
untuk mengetahui skala usaha dan
tingkat risiko.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




n Lengkapi Data Detail Usaha - Lanjutan

@ Sk usmha Anda adatah Kecil
Tingéot Nk kegiatan usaha Anda adakah Manangsh Tinggl

Daftar Produk/Jasa

SHSAGN B4 4313 PIOUKIAS3 UNMLK MEtan|kan prses POmyiMpanan data usaha

iU | engkapi Data Produk/Jasa

X TAMBAH PRODUK/JASA

‘ Kapasitas / Tahun Satuan Kapasitas

W OSS

e R s |

e Datayang harus anda lengkapi:

1. Apakah sudah memiliki perizin

berusaha yang sebelumnya?

(Jika Ya, akan muncul formul
yang berisi Nama Penerbit Izi
Nomor Izin, Lampiran File,
Tanggal Terbit)

2. Jangka Waktu Perkiraan

Beroperasi/Produksi
3. Deskripsi Kegiatan Usaha
4. Jumlah Tenaga Kerja Indonesig

o Klik tonbol TAMBAH PRODUK/JAS

Undang-Undang Cipta Ker,
Pasti, Mudah, Cep4

% OSS

Data yang harus Anda lengkapi:
1. Jenis Produk/Jasa

2. Kapasitas (per Tahun)

3. Satuan Kapasitas

Klik tombol SIMPAN

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

N

[\

o=

i

b A

- o




Periksa Data Usaha

W OSS

arwewicasn et

DATA USAHA

Is1 Bidang Usaha

Prowinsi : Banten

KabyKota - Kota Tangerang

Data Ussha

Jumiah Tenaga Kerja Indonesia : 50
Pembelian dan Pematangan Tanah - Rp 0

No Bidang Ussha Lokasi Ussha

Alamat - JI. Sudimara

Kelurahan : Larangan Indah Mes|
| 55194 - Apartermen Hatel Kecamatan : Larangan Maxi

Moclal Kerja 3 Bulan : Rp 600.000.000
Tetal Nilal Imvestast : Rp 1.200.000 000
Luas Lahan - 6.001 M?

Item Per Halaman 10

Bangunan Gedung : Rp O

/ Peralatan Dalam Neqgeri - Rp 100000000
Peralatan Impor : Rp 200.000.000
Investasi Lain - Lain : Rp 200.000.000

Pencarian

Zs

e Sistem akan menampilkan data:
1. Bidang Usaha (KBLI)
2. Lokasi Usaha
3. Data Usaha

e Klik tombol SELANJUTNYA.

Lengkapi Data Usaha (Aktivitas Impor, BPJS dan WLKP)

AKTIVITAS IMPOR

DATA PENDAFTARAN BPJS

DATA WANB LAPOR KETENAGAKERJAAN DI PERUSAHAAN (WLKP)

4.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

e Datayang harus Anda lengkapi:
g5

Apakah Perusahaan anda akan melakukan aktivitas
impor barang sendiri? (Jika Ya, pilih Jenis APl yang
dimiliki)

Apakah Perusahaan anda memiliki Nomor Virtual
Account (BPJS Kesehatan)? (Jika Ya, input Nomor
Virtual Account BPJS Kesehatan yang dimiliki)
Apakah Perusahaan anda memiliki Nomor Virtual
Account (BPJS Ketenagakerjaan)? (Jika Ya, input
Nomor Virtual Account BPJS Ketenagakerjaan
yang dimiliki)

Apakah perusahaan Anda memiliki Nomor WLKP?
(Jika Ya, input nomor WLKP yang dimiliki)

Proses perizinan akan tetap bisa dilanjutkan walaupun

Pelaku Usaha belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan,
BPJS Kesehatan, ataupun nomor WLKP.

Klik checkbox/centang pada disclaimer yang tertera.

Klik tombol SELANJUTNYA Undang-Undang Cipta Kerja

Pasti, Mudah, Cepat




IKR Periksa Daftar Kegiatan Usaha W Q.SS

DAFTAR KEGIATAN USAHA

e Sistem akan menampilkan:
KBLI

Lokasi Usaha

Data Usaha

Skala Usaha

Tingkat Risiko
Pernyataan Mandiri
Status

Mo KU Lokad Usihe Cuta Uesha

NoOouhuN

e Klik tombol PROSES PERIZINAN
BERUSAHA.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

P8 Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) A

DOKUMEN LINCKUNGAN ATAS KEGIATAN 17012 YANG WAJIB DIPENUHI

Apakah untuk keglatan usaha ini Anda sudah

memiliki persetujuan lingkungan?

EI\TI\LKAN

e Sistem akan menampilkan pertanyaan konfirmasi “Apakah sudah memiliki
Dokumen Persetujuan Lingkungan atas kegiatan ini?” yang harus Anda pilih:
a. Jika pilih Sudah, lanjut ke langkah 14.a untuk memilih jenis dokumen persetujuan
lingkungan yang dimiliki.
b. Jika pilih Belum, lanjut ke langkah 14.b untuk lengkapi formulir parameter kewajiban
persetujuan lingkungan sesuai dengan kondisi pada kegiatan usaha terpilih.

e Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




P Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
(KBLI/Bidang Usaha Tertentu) - Lanjutan W | e

DOKUMEN LINGKUNGAN ATAS KEGIATAN 10412 YANG WAJIB DIPENUHI

Wit

Sudah -

Apakah untuk kegiatan usaha ini Anda sudah

memlliki persetujuan lingkungan?

Jenis dokumen Persetujuan Lingkungan Pilih

BATALKAN

e Jika pilih Sudah, akan muncul kolom pilihan dan pilihlah jenis dokumen persetujuan lingkungan
yang dimiliki.

e Klik tombol LANJUT, untuk ke langkah selanjutnya (langkah 15) tanpa melalui proses pemilihan
parameter

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

A Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan W OSS
W (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) - Lanjutan B

e Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan
Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi:

= 1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter

yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan

usaha yang dilakukan.

g (Kemudian sistem akan menampilkan jenis
. kewajiban dokumen lingkungan yang harus
s dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan
usaha yang dilakukan.

o Klik tombol LANJUT.

© ST P e 22 K AT RN Yo s 0 30k

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Periksa dan Lengkapi Dokumen Persetujuan Lingkungan
W (KBLI/Bidang Usaha Tertentu) - Lanjutan

Parasmoter Kewajlian Cotimen Linghangan

@ R pATIY: e 18 W eI DT Gy Y P S S

i

W OSS

e Jika Anda belum memiliki Dokumen Persetujuan
Lingkungan, maka data yang harus Anda lengkapi:

1. Parameter Lingkungan, pilihlah kondisi parameter
yang tertera pada formulir sesuai dengan kegiatan
usaha yang dilakukan.

(Kemudian sistem akan menampilkan jenis
kewajiban dokumen lingkungan yang harus
dipenuhi, seperti SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL.)

2. Uraian Usaha, isilah sesuai dengan uraian kegiatan
usaha yang dilakukan.

o Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

IEE Pahami dan Centang Pernyataan Mandiri

¥ OSS

PERNYATAAN MANDIRI

e Sistem akan menampilkan berbagai
macam Pernyataan Mandiri sesuai

MENJAGA KESELAMATAN,

PKPLH)

(Kk3L)

dengan data dan informasi yang
tersimpan sebelumnya, seperti
Pernyataan Mandiri K3L, Kesediaan
Memenuhi Standar Usaha, KKPR,
SPPL, dll sesuai dengan data dan
informasi yang tersimpan sebelumnya.

e Baca, pahami dan klik checkbox
masing-masing PERNYATAAN
MANDIRI.

N e Klik tombol LANJUT.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Periksa Draf Perizinan Berusaha % Q&S

m TERDITKAN PERIZINAN BERUSAHA

. Sistem akan menampilkan draf NIB, lalu klik kotak centang/checkbox.

+ Klik tombol TERBITKAN PERIZINAN BERUSAHA.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

Perizinan Berusaha telah terbit (SS/Izin belum terverifikasi) 5 @SS

Nt A

e Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:
1. NIB, klik tombol CETAK NIB (hanya untuk
No MO Lobdiomha o Seia  Teget P = persiapan usaha) ditambah:

a) Sertifikat Standar, untuk tingkat

risiko Menengah Tinggi.

b) Izin, untuk tingkat risiko Tinggi.
Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.
PKKPR, klik CETAK PKKPR
PKPLH/SKKL, klik CETAK PKPLH/SKKL
(jika ada).

DAFTAR KEGIATAN USAHA

AL

e Anda dapat melihat, mengunduh, dan
mencetak produk perizinan berusaha
tersebut.

T RS e Jika dokumen lingkungan yang dibutuhkan
A L e o oot adalah UKL-UPL atau Amdal, maka lakukan
pemenuhan persyaratan dokumen
e per b 0+ El lingkungan terlebih dahulu ke instansi yang
berwenang.

e Setelah melalui proses persetujuan persyaratan dasar, untuk mendapatkan Sertifikat Standar dan Izin yang
terverifikasi, maka lakukan pemenuhan persyaratan perizinan berusaha dengan:
a) Kilik tulisan “di sini", atau Undang-Undang Cipta Kerja
b) Pilih Menu Pemenuhan Persyaratan. Pyt Mok, Sopes




Langkah Mengurus Pemenuhan Persyaratan

1. Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan
2. Pilih KBLI yang ingin diproses

3. Lengkapi Dokumen Pemenuhan

4. Tunggu perubahan Status Pemenuhan

5. Perizinan Berusaha telah terbit

N TR TS

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

AR wvesTa L

Buka Menu Perizinan Berusaha, pilih Pemenuhan Persyaratan '§ ©SS

PERMOHONAN BARU

PERUBAHAN > t

NIB

PENGEMBANCAN

PERLUASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB} adala

? @SS BERANDA PERIZINAN BERUSAHA A PE-UMKU v PELAPORAN v FASILITAS v

DERPANIANGAN
registrasi/pendaftaran dan identita PERPANIANCAN

Pelaku Usaha dalam pelaksanaan
usahanya NIB wajib dimiliki Pelakt
dalam memulal keglatan usaha

PENCABUTAN >

dar adalah pernyataan
| pemenunan standar
legiatan usaha

PEMENUHAN PERSYARATAN I

PEMBATALAN

1zin e

I1zin adalah parsetujuan Pemerintah Pusat
arau Pernerintah Daerah untuk
pelaksanaan keglatan usaha yang wajlb
dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum
melaksanakan keglatan usahanya

=
| PP i
. —— — @
Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
Pilih KBLI yang ingin diproses W ©OSS
DAFTAR KEGIATAN USAHA
e Klik tombol Proses
S R Ses et Nams s s P?menuhan Persyaratan
Bersamt 1zin.

Jumiah Tenaga Kerja . .

I a) Untuk tingkat risiko

Aodal Usaha - Bp

30000000 Menengah Tinggi,

ey Tl T muncul tombol ‘Proses
i S LS " Pemenuhan Standar
Kecamatan  Karangiewas  Mosin/ Peralatan SRR i '

1042 Kab/Kota  Kab Bsrzlurras i"i'::’t"::?:“':" ::::x“ izin Terit m:lifnjh;.pl Usaha'

im0 T b) Untuk tingkat risiko
202108231349378392094 InesLast e Aaky Masih = i

i g Tinggi, muncul tombol

S ‘Proses Pemenuhan

S ek Persyaratan lzin'.

Luas Lahan - 90 M2

[E==]«

Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha),
sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




i di luar sistem OSS)

Pilih KBLI yang ingin diproses (Jika pemenuhan 4

SS

W

DAFTAR KEGIATAN USAHA
Status
No KBU  Loksi Usshs Deta Usshe x:. ::‘?:' :;:"“ Perizinan
Berusaha
2umiah Tenaga Kera
Indonesia - 50
Modal Usaha : Rp
3000000000
Pembelian dan
Pernatangan Tanah
Aamat: JIn. Veteran 0
Bangunan Gedung
an- Keude 0
Mesin / Pealatan * NIB Terbit
omn un Bakongan Dalsm Negen . 0 usas G + 2 Stum
Mesin | Pealatan Kecil erbit

Selac imper -0

Investasi Lain - Lain

Aceh

541607684530

Modal Kerja 3 Bulan
0

Total Nilal levestasi
0000000

Jenis Proyek . Utama
Luzs Lahan . 90 M*

Status

Belum

Diproses

Klik tombol Proses
Pemenuhan Persyaratan
Izin Di Sistem K/L.

Selanjutnya, Anda akan

diarahkan ke website

instansi terkait untuk

melanjutkan proses

pemenuhan persyaratan.
(Jika proses pemenuhan
persyaratan sudah selesai
dan status permohonan
menjadi ‘Telah
terverifikasi', lanjut ke
langkah 5).

I P T S H

Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha),
sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

Lengkapi Dokumen Pemenuhan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

SS

W

Formulir Pemenuhan Persyaratan Izin

NiB

Kegisten Usaha/KBLL: 10412
Tingkat Risiko : Trigos

Nama Perizinan Barusaha : kin
Janis Prayak : Utama

No  3enis Dolasmen Unggah Dokumen

Beriokas! ci Kawasan Industr atau Kawasan Peruntukan Industrs
e

Jenis dokumen PDF
pengadaan pemasangan/instalas peralatan. dan keslapan lain yang

n maksimal dekuman 5 MB

Ukuran maksimal dekuman : S MB

aipenuban ,
Jenis dokurnen PDF

3 “Mohon dicamumban jenis dokumen yang diunggah pads biars caeatan di Ukuran miaksimal dekumen : 15 M8

bawah oo imen POE. ZIP atau RAR

Klik tombol Pilih Dokumen
dan unggah dokumen yang
sesuai.
(Ukuran maksimal dokumen
yaitu 5 MB, dengan format
jenis dokumen PDF)

Isi kolom Catatan sebagai
catatan/keterangan tambahan
untuk Instansi terkait yang
berwenang. (opsional)

Klik kotak centang/checkbox
pada disclaimer yang tertera.

Klik tombol LANJUT.

Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usahay),
sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

Tunggu perubahan Status Pemenuhan

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

W OSS

iR s

DAFTAR KEGIATAN USAHA

DAFTAR KEGIATAN USAHA

» - e WU i Oun b e S
B [ ]
e Perubahan status pemenuhan setelah e Perubahan status pemenuhan setelah

mengunggah dokumen persyaratan.

Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha),
sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

dokumen persyaratan yang diajukan telah

disetujui oleh Instansi berwenang terkait.

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat




Tunggu perubahan Status Pemenuhan - Lanjutan

# OSS

DAFTAR KEGIATAN USAHA

e Status pemenuhan
setelah diverifikasi dan
disetujui oleh Instansi
berwenang terkait,
sehingga perizinan
berusaha telah terbit.

Catatan: risiko Menengah Tinggi (Pemenuhan Standar Usaha),
sedangkan risiko Tinggi (Pemenuhan Persyaratan Izin)

DAFTAR KEGIATAN USAHA

No  KBU  lokodUssha

Tingkat Risiko Kegiatan Usaha Anda Tinggi

Perizinan Berusaha telah terbit (Telah Terverifikasi)

Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat

¥ OSS

Buka menu PERMOHONAN BARU, lalu sistem
akan menampilkan DAFTAR KEGIATAN
USAHA.
(Atau dapat pula dengan membuka menu
BERANDA, lalu klik I1ZIN.)

Perizinan Berusaha telah terbit, meliputi:

1. NIB, klik tombol CETAK NIB.

2. Sertifikat Standar/ Izin, klik CETAK
Sertifikat Standar/ CETAK Izin untuk
Perizinan Berusaha yang telah
terverifikasi (disesuaikan dengan tingkat
risiko).

3. Pernyataan Mandiri, klik tulisan Cetak.

4. PKPLH/SKKL, klik CETAK PERSETUJUAN
PKPLH/SKKL (jika ada).

@ e Selanjutnya Anda dapat melihat, mengunduh,
dan mencetak produk perizinan berusaha
= tersebut.
Undang-Undang Cipta Kerja
Pasti, Mudah, Cepat
Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 9.600 Menit
Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
Produk Pelayanan
1. Perizinan Berusaha Risiko Menengah Tinggi ( Badan Usaha )
2. Perizinan Berusaha Risiko Tinggi ( Badan Usaha )

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui
digunakan untuk berinteraksi

aduan secara tertulis

Media/sarana yang dapat

antara pemohon dan petugas yang
melayani antara lain melalui pengaduan langsung, email, atau surat

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614

4) Telepon : 0852 9776 1614

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website
dpmptsp.gorutkab.go.id )
7) Media Sosial : Facebook

SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id/

Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

-

2. Alur Penanganan Pengaduan

N\ N — [
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung,‘ lisan, Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \_

J o J

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan :

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan,
selambat — lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan
koordinasi antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1 | Dasar Hukum

1.

2.

3.

Undang — Undang Nomor 11 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha di Daerah

2.| Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

1.

2.

3
4
5.
6.
7
8
9

RN OO HWPE

Sarana dan Prasarana

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan
Mandiri dan pendingin udara ( AC Split )

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan
kursi tunggu sofa

Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

10.Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik

Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13. Tabung pemadam api ( APAR )




Kompetensi Pelaksana

1.

PWN

5.

Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan
Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan
yang terkait

Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1.
2.

dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1.

2.

Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1.

2.

3.

Seluruh dokumen diterbitkan melalui aplikasi secara elektronik
dengan login ID yang berbeda untuk setiap pemroses izin untuk
keamanan data;

Teregristasi dengan QR Code untuk menjamin keabsahan dan
kebenaran dokumen yang diterbitkan

Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada
setiap pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1.

2.

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat
(SKM) dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus
dokumen perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan
Masyarakat (SKM) secara manual.




PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA (PB-UMKU) KBLI TERKAIT

Service Delivery

1. | Persyaratan

1. Mengisi Form
2. KTP
3. NIB
4. Akta Perusahaa dan AHU Online Jika Berbadan Hukum

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Tabel mapping Tabel mapping
Pelaku Usaha KBLI dan UMKU UMKU Hak Akses

0 ferkail S Integrasi

NIB Terbit (bak lzin
{erverifikasi ataupun g
belum terverifikasi) pelaku usaha

Pillh UMKU yang
akan diajukan

Pemrosesan

Yerfikasi oleh K/LID Masuk ke halaman standarpersyeraten |

lerkal UMKUyang Rt pemenuhan
diajukan persyaratan UMKU

Sistem 0SS RBA
Tabel persyaratan
PB UMKU Lampiran 28
‘:] ) UMKU dterbitkan
LQ i oleh 09 sesuai SLA

Upload UMKU Verfikasi oleh K/ILID [zin atau S5

apabila sebagai {erkait PB yang {erverifikasi
syarat PB diajukan diterbitkan

\

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;

4. | Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

5. | Produk Pelayanan

1. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (Pb-Umku)
Kbli Terkait

6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

TN 4
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Menerima Jawaban
secara langsung, lisan,

telepon dan tertulis

Pengelola
Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
.
8
9
1

0.

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

LN OR~LNE

B PO
WP O

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik

Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

. Toilet umum dan disabilitas

Kursiroda
Genset

. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN
USAHA (PB-UMKU) SEMUA KBLI

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. Mengisi Form
2. KTP
3. NIB
4. Akta Perusahaa dan AHU Online Jika Berbadan Hukum
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
DataMapping
UMKU Hak Akses
Pelaku Usaha vs Infegrasi
( .
Sistem 0SS RBA
W User dapat i
NIB Terbit (bak |zin Menu UMKU yang ) » Integrasi Pemenuhan
ferverifikasi ataupun  mmmmmd  DeriSi daftar SEIUMN  E— mtfmgzg?kgﬁﬁﬁn Pmﬂg‘i ::::g ------------- Persyaratan UMKU di
belum enverifks) UNKU J sisem K1
UMKU
Vs obh KUD et | e | e
terkait UMKU yang pemenuhan UNKL olzﬁ lilvnteknis
(iajukan persyaratan UMKU itomal KL
PB UNKU
i) UNKU dietiken
l.o Oleh 0SS sasuai SLA ¥
Sistem KIL
[zin/$$
Upload UMKU Verfilkasi oleh KILD [zin alau 85 4']
apabila sebagai {erkait PB yang terverikasi o L:
syae PR daan dledin 0
\
3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha (PB-UMKU)
KBLI Terkait
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

TN 4
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Menerima Jawaban
secara langsung, lisan,

telepon dan tertulis

Pengelola
Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
.
8
9
1

0.

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

LN OR~LNE

B PO
WP O

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik

Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

. Toilet umum dan disabilitas

Kursiroda
Genset

. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN OPERASIONAL MELALUI APLIKASI SI CANTIK CLOUD
(IZIN PRAKTEK TENAGA KESEHATAN)

Service Delivery

1. | Persyaratan

1 Mengisi Blanko Izin Praktek beserta Lampirannya

2. Surat Permohonan

3. Surat Pernyataan Pimpinan

4, Surat rekomendasi dari organisasi profesi

5 Surat pernyataan mempunyai tempat praktik profesi

6. Salinan/ Fotocopy KTP

7. Salinan/ Fotocopy NPWP

8 Pasfoto Pemohon (3x4 atau 4x6, warna)

9. STR (Surat Tanda Registrasi)

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN E—— FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loketpelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;
4. | Biaya/ Tarif
Rp 0,- / Gratis
S. | ProdukPelayanan
1 Izin Praktek Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis;
2. Izin Praktek Bidan;
3 Izin Praktek Perawat;
4. Izin Praktek Apoteker;
5 Izin praktek tenaga analis;
6. Izin praktek tenaga teknis kefarmasian;
7. 1zin praktek rekam medik;
8 Izin praktek perawat anastesi;
9. Izin praktek perawat gigi;
10. Izin praktek penyehat tradisional;
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614

4) Telepon : 0852 9776 1614

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)

7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

[

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan R Pengelola » Menerima Jawaban
secara langsung, lisan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan

telepon dan tertulis

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

DasarHukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi
Kesehatan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan;

5. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional,

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

7. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split )

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi

tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer
. CCTV
0. Jaringan Internet

BOoo Nk

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak
Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musolah

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

NN

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis

mengenai perizinan

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w N

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan,nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN RUMAH SAKIT

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. Surat Permohonan Pemilik Rs Diatas Materai Rp. 10.000,-
2. Foto Copy Ktp Pemilik
3. Rekomendasi Operasional Dari Dinas Kesehatan Dan Bap Dari Dinas
Kesehatan
4. Sk Penetapan Kelas Dari Dinas Kesehatan
5 Rekomendasi Penetapan Kelas/Berita Acara Pemeriksaan Penetapan
Kelas Rs Dari Dinkes Provinsi
0. Surat Pernyataan Dari Pemilik Bahwa Sanggup Mentaati Ketentuan Dan
Peraturan Yang Berlaku Di Bidang Kesehatan Sertifikat
7. Foto Copy Sertifikat Tanah
8. Foto Copy Izin Mendirikan Bangunan (Imb)
9. Foto Copy Akte Pendirian/ Akta Notaris Rumah Sakit
10. Upl-Ukl-Amdal
11. Foto Copy Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas) (Dinas Perhubungan)
12. Struktur Organisasi Rs
13. Daftar Ketenagaan Medis, Paramedis, Dan Non Medis
14. Data Direktur Rs:
1. Jjazah
2. Surat Penugasan
3. Surat Pengangkatan Sebagai Direktur
4. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Sebagai Direktur & Penanggung
jawab Rs ( Asli Bermaterai )
15. Data Kepegawaian Dokter
1. Surat Penugasan
2. Surat Izin Praktek (Sipd)
3. Surat Pengangkatan Sebagai Tenaga Dokter Di Rs Dari Pemilik (
Untuk Tenaga Purna Waktu Dan Paruh Waktu )
16. Data Kepegawaian Fungsional
1. Sipp (Perawat)
2. Sipb (Bidan)
3. Sipa (Apoteker)
4. Sipr (Radiologi)
17. Data Kepegawaian Teknis Administrasi
1. Jjazah
2. Sertifikat Jika Ada
18. Hasil Pemeriksaan Air Minum ( Enam Bulan Terakhir )
19. Daftar Inventaris Medis, Penunjang Medis Dan Non Medis, Izin Alat Dan
Sarana (Kalibrasi)
20. Daftar Tarif Pelayanan Medik
21. Denah (Denah Situasi, Denah Bangunan, Denah Jaringan Listrik, Denah|
Air Dan Air Limbah, Luas Bangunan Keseluruhan
22. Profil Rumah Sakit
23. Anda Lalin (Diatas 50 Tempat Tidur)




Sistem, Mekanismedan Prosedur

PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN |:> FRONT |:> DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang di sediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 5 (Lima) hari kerja

Biaya/ Tarif

Rp 0,- / Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Rumah Sakit

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis di sampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung,. lisan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepondantertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —

lambatnya 5 harikerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi

antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

Undang-undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit

Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perizinan dan Klasifikasi
Rumah Sakit

Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan

Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana
1.

o

BPO®OND U AW

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan
kursi tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer danPrinter
CCTV
Jaringan Internet
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Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak
Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10.  Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13.  Tabung pemadamapi ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




IZIN PUSKESMAS

Service Delivery

1. | Persyaratan

1. Mengisi formulir isian permohonan Izin Operasional Puskesmas bermaterai
Rp. 10.000,-

2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti lain kepemilikan tanah yang sah;

3. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);

4. Dokumen SPPL untuk Puskesmas Rawat Jalan atau UKL-UPL untuk
Puskesmas Rawat Inap;

5. Surat keputusan dari Bupati terkait kategori Puskesmas;

6. Studi kelayakan untuk Puskesmas yang baru akan didirikan atau akan
dikembangkan;

7. Profil Puskesmas yang meliputi aspek lokasi, bangunan, prasarana,
peralatan kesehatan, ketenagaan, dan pengorganisasian untuk Puskesmas
yang mengajukan permohonan perpanjangan izin;

8. Rekomendasi dari Dinas kesehatan atau Tim Teknis.

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN E— FRONT E— DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugaspelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonanperizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan ke petugas di loket pelayanan ( frontoffice)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal S (Lima) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Puskesmas
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke KotakPengaduan;
3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email :dpmptspgorut@gmail.com
6) Onlinemelalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : DpmptspGorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Penggunalayanan PejabatPengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan R Pengelola » Menerima Jawaban
secara langsung, lisan, MenerimaAduan v Pengaduan Pengaduan

telepon dantertulis

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam,;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, selambat —
lambatnya 5 harikerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 harikerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 Tentang Pusat
Kesehatan Masyarakat;

Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan

Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana
1.

2.

B ©OOND U AW

0.

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

Jaringan Internet
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Fasilitas Pendukung

LN~ wWNE

9

10.
11.
12.
13.

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

Toilet umum dan disabilitas
Kursi roda

Genset

Tabung pemadam api ( APAR)

Kompetensi Pelaksana

1.

w

Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1.
2.

dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya
Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.
2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas
3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap

pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1

2

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




IZIN OPERASIONAL MELALUI APLIKASI SI CANTIK CLOUD
(IZIN OPERASIONAL LABORATORIUM KESEHATAN)

Service Delivery

1. | Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Laboratorium
bermeterai Rp. 10.000,-;

2. Fotokopi NIB (Nomor Induk Berusaha);

3. Fotokopi Izin Operasional Laboratorium Klinik dari Lembaga OSS;

4. Fotocopi PBG;

5. Fotokopi SPPL/Rekomendasi UKL-UPL;

6. Fotokopi Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Praktek (SIP) Dokter
Penanggung Jawab dilampiri surat pengangkatan/perjanjian kerjasama
dan surat pernyataan bersedia menjadi penanggung jawab hanya di 1
(satu) sarana kesehatan saja;

7. Izin Operasional Laboratorium Klinik sebelumnya apabila mengajukan
perubahan/ perpanjangan;

8. Pakta Integritas tentang kebenaran dan keabsahan dokumen yang
disampaikan ditandatangi oleh pimpinan/pemililk perusahaan diatas
materai Rp 10.000,-;

9. Rekomendasi dari Dinas kesehatan atau Tim Teknis.

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loketpelayanan ( frontoffice)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal S (Lima) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email :dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;

Kesehatan;

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan
Lingkungan;

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional;

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 001 Tahun 2012 tentang Sistem
Rujukan Pelayanan Kesehatan Perseorangan;

Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

BO00o~No O~ W

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer
CCTV

0. Jaringan Internet



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

FasilitasPendukung

Ruang laktasi

Tempat bermainanak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

LN~ wWNE

KompetensiPelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2.  Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4.  Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi,
transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

JaminanPelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

JaminanKeamanandanKeselamatanPelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan,nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

EvaluasiKinerjaPelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN UNIT TRANSFUSI DARAH

Service Delivery

1. | Persyaratan

1.  Surat Permohonan Pemilik diatas MATERAI Rp. 10.000,-

2. Rekomendasi Dinas Kesehatan

3. Rekomendasi dari PMI Pusat

4. Rekomendasi dari PMI Kab. Gorontalo Utara

5.  Struktur organisasi yang disyahkan PMI

6. Daftar inventaris, ketenagaan dan prasarana

7. Denah situasi dan bangunan

8. Sarana rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta yang akan
menggunakan darah, minimal 100 kantong darah per bulan.

9. Perlengkapan seleksi donor (timbangan badan, tensi meter, kantong
darah, alat periksa Hb, alat periksa golongan darah).

10. Perlengkapan penyadap darah (tensi meter, tempat tidur, kantong darah,
klem, tang khusus, antiseptik, plester).

11. Perlengkapan penyimpanan darah (bank darah, lemari pendingin, peti
pendingin darah).

12. Perlengkapan laboratorium periksa darah (microskop lengkap incubator
dan atau waterbath, sentrifuge, tabung gelkasnya, pipet pasteur, botol
semprot, gelas untuk cairan pembilas, botol-botol kecil, viewing box,
peralatan untuk memeriksa hepatitis B, sifilis, HIV dan penyakit lainnya
lengkap dengan serum dan reagensinya, transfer fack dan plasma
extractor)

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang ke loket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan ke petugas di loket pelayanan ( frontoffice)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 7(hari) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Unit Transfusi Darah
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur PenangananPengaduan

N o —— (
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan R Pengelola » Menerima Jawaban
secara langsung, lisan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \_

—
J

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan ke lapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi
Darah, Bank Darah RS dan Jejaring Pelayanan Trasnfusi Darah

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
Peraturan PemerintahNo. 65 tahun 2005 tentang PedomanA Penyusunan
dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan

Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan

Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana
1.

2.

3
4
5.
6.
Z
8
9
1

0.

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

Jaringan Internet



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13. Tabung pemadam api ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




IZIN OPERASIONAL MELALUI APLIKASI SI CANTIK CLOUD
(IZIN OPERASIONAL OPTIK (OPTIKAL))

Service Delivery

1. | Persyaratan

Surat Permohonan Pemilik diatas MATERAI Rp. 10.000,-

Scan Petalokasi

SIP Refraksionis Optisien (RO)

Scan KTP Pemohon

Scan Surat Perjanjian Pemilik Sarana Dengan Refraksionis Optisien

Scan rekomendasi dari IROPIN dan GAPOPIN

Denah Ruangan

Scan Daftar Pegawai dan Fungsinya

Daftar Kelengkapan Peralatan

0. Surat Pernyataan Kesediaan Refraksionis Optisien Sebagai Penanggung

Jawab (bermatereil0.000)

11. Scan IMB/Bukti Kepemilikan Bangunan atau Surat Perjanjian Kontrak

12. Scan Bukti Pelunasan PBB tahun terakhir

13. Scan Surat Kerjasama Dari Laboratorium Optik Tempat Pemprosesan
Lensa, Bila Optik Tidak Memiliki Laboratorium Sendiri (Tentatif)

14. NPWPD (Tentatif)

15. Scan Akte Pendirian Badan Hukum Bagi Optik Yang Berbadan Hukum
(opsional)

16. Rekomendasi Dinas Kesehatan

e B el o

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGGUNA PETUGAS MENERIMA

LAYANAN — FRONT — DOKUMEN

OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapat kan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan
2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan
3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( frontoffice)
4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal S (Lima) hari kerja

4. | Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

5. | Produk Pelayanan

1. Izin Operasional Optik (Optikal)

6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email :dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Penggunalayanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikanaduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secaralangsung, .lisan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepondantertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
1424 /MENKES/SK/XI/2002 mengenai pedoman dalam menyelenggarakan
optikal.

2. Permenkes No. 14 Tahun 2021 Tentang standar Kegiatan Usaha dan
Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor
Kesehatan

Sarana, Prasaranadan / atauFasilitas

Saranadan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendinginudara ( AC Split )

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi

tunggu sofa

Tempat parkir kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

. CCTV

0. Jaringan Internet

B O®OND U AW
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Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermainanak
Ruangkonsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

JaminanPelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

JaminanKeamanandanKeselamatanPelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan,nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

EvaluasiKinerjaPelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN PRAKTIK DOKTER HEWAN

Service Delivery

1. | Persyaratan

1 Formulir Permohonan

2 Fotocopy KTP dan NPWP

3 PasFoto 4x6 (2 Lembar)

4. Fotocopy ljazah Dokter Hewan

5 Foptocopy Sertifikat Kompetensi Dokter Hewan

6. Rekomendasi Organisasi Profesi Kedokteran Hewan (PDHI cabang)

7. Surat Keterangan Sehat

8 Fotocopy Sumpah Dokter Hewan

9 Pertimbangan Teknis/Rekomendasi Dinas yang membidangi

Pertanian/Peternakan
10. Fotocopy surat keterangan pemenuhan tempat praktik.
2. | Sistem, Mekanis medan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai diproses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
3 (tiga) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Praktik Dokter Hewan
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain
melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis :

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5) Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : DpmptspGorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut
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2. Alur Penanganan Pengaduan

s
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola \ ( Tim ) Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis N
—
J

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 harikerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.

2.

w

Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;

Undang-undang Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang OtoritasVeteriner;
Peraturan PemerintahNomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang PelayananPublik;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa

Medik Veteriner;

. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021

teentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan PerizinanTerpadu di Daerah;

. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor

36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

BO00o~No O~ w

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendinginudara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer
CCTV

0. Jaringan Internet WIFI




Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13. Tabung pemadam api ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis mengenai
perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel

Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor, tanggal
serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




IZIN PRAKTIK PARAMEDIK VETERINER

Service Delivery

1. | Persyaratan

1 Surat Permohonan

2 Fotocopy KTP dan NPWP

3 Pas Foto berwarna ukuran 4x6 (2 Lembar)

4. Fotocopy ljazah Pendidikan Minimal SMK Kejuruan Kesehatan Hewan

5 Foptocopy Sertifikat Kompetensi dibidang kesehatan hewan yang diterbitkan

oleh lembaga sertifikasi profesi.

6. Surat Rekomendasi dari Paramedik Veteriner dibawah binaan organisasi

profesi kedokteran hewan Indonesia (Jika Ada)

7. PertimbanganTeknis/Rekomendasi Dinas yang membidangi

Pertanian/Peternakan
8 Fotocopy surat keterangan pemenuhan tempat praktik.
2. | Sistem, Mekanis medan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | ProdukPelayanan
1. Izin Praktik Paramedik Veteriner
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain
melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis :

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan,;

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA dan Chatbot 0852 9776 1614

4) Telepon : 0852 9776 1614

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)

7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

2. Alur Penanganan Pengaduan

s
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola \ ( Tim ) Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis N
—
J

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 harikerja;

Manufacturing

1. | Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
teentang StandarKegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasidan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan

2. | Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet WIFI




Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13. Tabung pemadam api ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




IZIN PRAKTIK PEMERIKSA KEBUNTINGAN (PKB)

Service Delivery

1. | Persyaratan

1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

2 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )

3 Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 2 ( dua )

lembar

4. Fotocopy [jazah Diploma Kesehatan Hewan, atau [jazah sekolah kejuruan

kesehatan hewan

5 Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter Hewan

6. Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner

Indonesia Setempat (jika ada)

7. Fotocopy Sertifikat Kompetensi di bidang Pemeriksa Kebuntingan yang

diterbitkan oleh Lembaga Sertifikat Profesi

8 Fotocopy SIPP Inseminator (Jika ada)

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( frontoffice)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai diproses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Praktik Pemeriksa Kebuntingan (PKB)
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain
melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis :

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA danChatbot 0852 9776 1614

4) Telepon : 0852 9776 1614

5 Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)

7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

2. Alur Penanganan Pengaduan

Pengguna Layanan

Layanan Pei

? jabat . .

menyampaikan aduan, PengelolaPengaduan Tim pengelola Pengguna menerima
Jawaban secara pengaduan pengaduan

¢ Menerima Aduan
langsung, lisan

telepon dan tertulis.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 5 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
teentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Biro krasi Nomor
36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan

w

Sarana, Prasaranadan / atauFasilitas

Saranadan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4. Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet WIFI




Fasilitas Pendukung

LN~ WNE

9

10.
11.
12.
13.

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

Toilet umum dan disabilitas
Kursi roda

Genset

Tabung pemadam api ( APAR)

Kompetensi Pelaksana

1.
2.
3.
4.

5.

Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip

pelayanan yang prima

2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1.

2.
3.

Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas
Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1

2

Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




IZIN PRAKTIK PETUGAS INSEMINASI BUATAN (IB)

Service Delivery

1. | Persyaratan

1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk ( KTP )

2 Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP )

3 Pas Foto Berwarna ukuran 4 x 6 ( empat kali enam ) sebanyak 2 ( dua)

lembar

4. Fotocopy perjanjian kerjasama penyeliaan dengan Dokter Hewan

5 Fotocopy surat rekomendasi dari organisasi profesi Paramedik Veteriner

Indonesia Setempat (jika ada)

6. Fotocopy Sertifikat Kompetensi Inseminasi Buatan yang diterbitkan oleh

lembaga terakreditasi.

7. Fotocopy SIPP Inseminator (Jika ada)

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( frontoffice)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai diproses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) Hari Kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp 0,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Praktik Petugas Inseminasi Buatan (Ib)
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain
melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis :

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA danChatbot 0852 9776 1614

4) Telepon : 0852 9776 1614

5 Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)

7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

2. Alur Penanganan Pengaduan

Pengguna Layanan

Layanan Pei

? jabat . .

menyampaikan aduan, PengelolaPengaduan Tim pengelola Pengguna menerima
Jawaban secara pengaduan pengaduan

¢ Menerima Aduan
langsung, lisan

telepon dan tertulis.

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Undang-undang No. 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan
Hewan;

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik;

Peraturan PemerintahNomor 3 Tahun 2017 tentang Otoritas Veteriner;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Pelaksanaan Undang-undang
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa
Medik Veteriner;

6. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021
teentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Pertanian;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasidan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;

9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor
36 tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan
Penerapan Standar Pelayanan

w

Sarana, Prasarana dan / atau Fasilitas

Saranadan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet WIFI




Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursi roda

12. Genset

13. Tabung pemadam api ( APAR)

LN~ WNE

KompetensiPelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1. Dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. Dilaksanakan secara kontinyu

Jumlah Pelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

EvaluasiKinerjaPelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




SURAT KETERANGAN

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. Fotocopy KTP pemohon/direksi

2. Surat Permohonan

3. Fotocopy dokumen Lingkungan UKL UPL/AMDAL

4. Fotocopy PBG

5. Surat keterangan Kepala Desa mengetahui Camat.

6. Denah lokasi yang diajukan.

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 3 (Tiga) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Surat Keterangan
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

w

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan

Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
.
8
9
1

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer
CCTV

0. Jaringan Internet



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak
Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

3. Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI
PERSEORANGAN

Service Delivery

1. | Persyaratan

1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang
ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Gorontalo Utara dan ditandatangani oleh peneliti
perseorangan (Warga Negara Indonesia) dengan diketahui oleh
lurah /kepala desa tempat domisili peneliti;

2. Fotokopi KTP peneliti perseorangan;

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua)
lembar;

4. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat
latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka
waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian,
metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan
dari penelitian

5. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan pernyataan bertanggung
jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Perseorangan
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

1. Ruang laktasi

2. Tempat bermain anak

3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik

5. Televisi

6. Musola

7. Kantin

8. Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI
LEMBAGA PENDIDIKAN/PERGURUAN TINGGI ATAU
KELOMPOK

Service Delivery

1.

Persyaratan

1. Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang
ditujukan kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP
Kabupaten Gorontalo Utara dan ditandatangani oleh peneliti
perseorangan (Warga Negara Indonesia) dengan diketahui oleh
lurah /kepala desa tempat domisili peneliti;

. Fotokopi KTP peneliti perseorangan;

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua)

lembar;

N

4. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat
latar belakang, maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka
waktu penelitian, nama peneliti, sasaran/target penelitian,
metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang diharapkan
dari penelitian

5. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan
peraturan perundang-undangan dan pernyataan bertanggung
jawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGGUNA PETUGAS MENERIMA

LAYANAN  — FRONT — DOKUMEN

OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal S (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;

Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penelitian (Skp) Bagi Peneliti Lembaga
Pendidikan /Perguruan Tinggi Atau Kelompok

Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

1. Ruang laktasi

2. Tempat bermain anak

3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik

5. Televisi

6. Musola

7. Kantin

8. Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI
BADAN USAHA

Service Delivery

1. | Persyaratan

1.Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo
Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari
badan usaha;

2. Fotokopi KTP Ketua Tim;

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) lembar;

4. Fotokopi surat pengesahan sebagai badan hukum usaha;

5. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat latar belakang,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti,
sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang
diharapkan dari penelitian;

6. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan  pernyataan bertanggungjawab  terhadap
keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4 Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Badan Usaha
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

1. Ruang laktasi

2. Tempat bermain anak

3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik

5. Televisi

6. Musola

7. Kantin

8. Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN TIDAK BERBADAN HUKUM

Service Delivery

1. | Persyaratan

1.Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo
Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari
organisasi kemasyarakatan;

2. Fotokopi KTP Ketua Tim;

. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) lembar;

4. Fotokopi Surat Keterangan Terdaftar, bagi organisasi kemasyarakatan tidak
berbadan hukum;

5. Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat latar belakang,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti,
sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang
diharapkan dari penelitian;

6. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan  pernyataan bertanggungjawab terhadap
keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.

w

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;

4. | Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

5. | Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Organisasi
Kemasyarakatan Tidak Berbadan Hukum

6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

1. Ruang laktasi

2. Tempat bermain anak

3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik

5. Televisi

6. Musola

7. Kantin

8. Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI
ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERBADAN HUKUM

Service Delivery

1. | Persyaratan

1.Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo
Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari
organisasi kemasyarakatan;

2. Fotokopi KTP Ketua Tim;

3. Pasfoto ketua tim yang berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 (dua) lembar;

4. Fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum, bagi organisasi kemasyarakatan
berbadan hukum;

S.Proposal penelitian (dalam bahasa Indonesia) yang memuat latar belakang,
maksud dan tujuan, ruang lingkup, jangka waktu penelitian, nama peneliti,
sasaran/target penelitian, metode penelitian, lokasi penelitian dan hasil yang
diharapkan dari penelitian;

6. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan  pernyataan bertanggungjawab terhadap
keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Organisasi
Kemasyarakatan Berbadan Hukum
6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

1. Ruang laktasi

2. Tempat bermain anak

3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik

5. Televisi

6. Musola

7. Kantin

8. Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




SURAT KETERANGAN PENELITIAN (SKP) BAGI PENELITI
MAHASISWA UNTUK PENGAMBILAN DATA AWAL ATAU
TUGAS AKHIR

Service Delivery

1. | Persyaratan

1.Permohonan surat keterangan penelitian secara tertulis yang ditujukan
kepada Bupati Gorontalo Utara Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo
Utara dan ditandatangani oleh pimpinan yang membidangi penelitian dari
lembaga pendidikan/perguruan tinggi. SKP ini diperuntukan bagi peneliti
mahasiswa sampai dengan S2;

2. Fotokopi KTP dan Nomor Induk Mahasiswa (NIM);

. Pasfoto berwarna ukuran (4 x 6) cm sebanyak 2 lembar;

4. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan dan  pernyataan bertanggungjawab  terhadap
keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan.

w

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal S (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;

4. | Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

5. | Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Penelitian (SKP) Bagi Peneliti Mahasiswa Untuk
Pengambilan Data Awal Atau Tugas Akhir

6. | Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 3 Tahun2018 tentang
Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;

2. Perturan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perzinan Dan Nonperizinan
Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

1. Ruang laktasi

2. Tempat bermain anak

3. Ruang konsultasi dan pengaduan
4. Mesin antrian elektronik

5. Televisi

6. Musola

7. Kantin

8. Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN PEIL BANJIR

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. Fotocopy KTP pemohon/direksi
2. Surat Permohonan
3. Foto copy dokumen Lingkungan UKL UPL/AMDAL
4. Data ukur elevasi rencana pembangunan perumahan
5. Kajian Teknis Sistem Drainase (Peil Banjir)
6. Soft copy rencana site plan
7. Gambar rencana drainase
8. Foto copy sertifikat sesuai lahan yang dikuasai oleh developer/pemohon
9. Surat keterangan Kepala Desa bila limpasan air dari kawasan perumahan
memakai saluran desa
10. Denah dan peta lokasi yang diajukan
11. Foto lokasi dan saluran sekitar
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal S (Lima) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Peil Banjir
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA danChatbot 0852 9776 1614

4) Telepon : 0852 9776 1614

5 Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)

7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Menerima Jawaban

Pengelola
Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

secara langsung, lisan,
telepon dan tertulis

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:
1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam;
2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;
3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1. | Dasar Hukum

1. Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

2. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan

Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan

4. Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

5. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

w

2. | Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1. Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

2. Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi

tunggu sofa

3. Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

4, Tempat Penitipan Helm

5. Tempat Charger HP

6. Gerai pelayanan

7. ATK

8. Komputer dan Printer

9. CCTV

10. Jaringan Internet



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak
Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2.  Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4.  Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi,
transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. Mengisi Form
2. Nomor Persetujuan
3. Tanggal Persetujuan
4. Menyampaikan tautan/link dokumen persetujuan lingkungan
5. Judul persetujuan
6. Status
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Pelaku usaha Noias
Pengisan Data Usaha S pemenuhan e
dan Permohonan Perizinan oot
Pelaky Usaha iRy pemenuhan : Lingkungan
Persetujuan [zin " Lingkungan ke MR
: persyaratan Perzinan terverfksi fiktf
Lingkungan ; 0PD poi
Lingkungan ;
Lingkungan
belum terlewati
Verifikasi Pemenuhan
lzin Lingkungan oleh
OPD Lingkungan
sistem 0SS menerbitkan Persetujuan Lingkungan
Nquflkasu OPD URANG LENCKAP Sistem 0SS menyampg|kan permintaan untuk
Lingkungan melengkapi kekurangan
Sistem 0SS menyampaikan penolakan
3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Persetujuan Lingkungan
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

TN 4
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Menerima Jawaban
secara langsung, lisan,

telepon dan tertulis

Pengelola
Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
.
8
9
1

0.

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

LN OR~LNE

B PO
WP O

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik

Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

. Toilet umum dan disabilitas

Kursiroda
Genset

. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG), SERTIFIKAT
LAIK FUNGSI (SLF) DAN SERTIFIKAT KEPEMILIKAN
BANGUNAN GEDUNG (SKBG) MELALUI APLIKASI SI CANTIK
CLOUD

Service Delivery

1. | Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari perusahaan/mengisi formulir permohonan di

atas kertas bermaterai 10.000
fotokopi KTP pemohon;

Gambar Bangunan

SKTR bagi non berusaha dan/atau PKKPR bagi Berusaha
RAB (Rencana Anggaran Biaya)
Berita Acara Pemeriksaan PUPR
Bukti Pembayaran Retribusi
Spesifikasi Teknis

. Lisensi Konsultan Bagi Berusaha
10. Sertifikat Tanah

11. Peil Banjir

12. Dokumen Lingkungan

©WooNORWD

2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4, Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja

4. | Biaya/ Tarif

Rp O,- / Gratis

5. | Produk Pelayanan

1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi(SLF)
dan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)

6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Pengelola Menerima Jawaban
secara langsung, l.isan, Menerima Aduan v Pengaduan Pengaduan
telepon dan tertulis \

J —

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

W

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
;
8
9
1

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer
CCTV

0. Jaringan Internet WIFI



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak
Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)
secara manual.




IZIN PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. KTP
2. Akta Perusahaa dan AHU Online Jika Berbadan Hukum
3. Pertimbangan Teknis (Pertek) Pertanahan
4. Surat Keterangan Tata Ruang (SKTR)
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
r Pelaku Usaha memperoleh Akun R
dan mengisi data usaha di Sistem Kategori UMK?
Q 08S
* KBLI
+ Jenis produk/jasa 0 —~—_ Qux )
+ Modal Usaha Validasi sistem Pemyataan Mandin
* Lokasi usaha
+ Nama Usaha/Kegiatan Y Whon UMK
* danlainnya
KKKPR otomatis Status KKKPR “OK' | PERZMM -
BERUSAHA
KONDISI Pasal 181 PP 0
512021, pasal 107 PP 2112021 @ PKKPR [
PRXPR ol Fiktif positif (> 20 Han)
PROSES PERTEK ’
RTRW — GKNTAH | VERIFIKASI
BERDASARKAN KAJIAN,
PERTEK, FORUM
sesuai Kewenangan
(ATR/BPN atau DPMPTSP) Notifkasi Penolakan
3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 10 (Sepuluh) hari kerja
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Izin Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
(PKKPR) Berusaha
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

TN 4
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Menerima Jawaban
secara langsung, lisan,

telepon dan tertulis

Pengelola
Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
.
8
9
1

0.

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

LN OR~LNE

B PO
WP O

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik

Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

. Toilet umum dan disabilitas

Kursiroda
Genset

. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN
RUANG (PKKPR) NONBERUSAHA

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. Permohonan tertulis dari perusahaan/mengisi formulirpermohonan di atas
kertas bermaterai 10.000
2. fotokopi KTP pemohon;
3. SKTR
4. PERTEK
5. Rekom Pertanian
6. Sertifikat Tanah
7. Surat Keterangan tidak dalam sengketa
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Y
| 4 f—
PEMOHON PETUGAS
MENGINPUT DAN MEMVERIFIKASI JALIDAS! DOKUMEN
MENGUPLOAD DOKUMEN SYARAT L WIARMU REKOMENDASI
DOKUMEN SYARAT PERMOHONAN 1ZIN PERMOHONAN 1ZIN OPD TEKNIS
PERMOHONAN IZIN
o T q
A 4 ~R %
B . 990
i | — ¢ - 0
‘ 8 | | S |
CETAK IZIN SECARA TANDA TANGAN VALIDASI DRAFT VERIFIKASI DAN
MANDIRI ELEXTRONIK ( TTE ) IZIN CREATE DRAFT ZIN
KEPALA DINAS
3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR)
Nonberusaha
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

TN 4
Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Menerima Jawaban
secara langsung, lisan,

telepon dan tertulis

Pengelola
Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3 Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

3.

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentan Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha di Daerah

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
.
8
9
1

0.

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer

CCTV

Jaringan Internet

Fasilitas Pendukung

LN OR~LNE

B PO
WP O

Ruang laktasi

Tempat bermain anak

Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik

Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

Mesin Fotocopy

. Toilet umum dan disabilitas

Kursiroda
Genset

. Tabung pemadamapi ( APAR)



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
http://www.lapor.go.id/

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




IZIN PERUBAHAN PEMANFAATAN TANAH (IPPT)

Service Delivery

1.

Persyaratan

1. Permohonan perizinan secara tertulis yang ditujukan kepada Bupati
Gorontalo Utara, Cq. Kepala DPMPTSP Kabupaten Gorontalo Utara;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemilik sertifikat tanah;

3. Surat kuasa ditandatangani pemilik sertifikat, bermaterai disertai KTP yang
dikuasakan, apabila pengurusan administrasi di kuasakan,;

4. Surat rekomendasi atau pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian, terkait
persetujuan alih fungsi lahan pertanian ke fungsi pekarangan /pemukiman;

5. Surat keterangan/pertimbangan teknis kesesuaian lokasi kegiatan dengan
rencana tata dan ketentuan peraturan perundangan terkait pemanfaatan
ruang;

6. Fotokopi Sertifikat Hak Atas Tanah;

7. Fotokopi Bukti Pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan, tahun berjalan.

8. Risalah Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Rangka Izin Perubahan
Pemanfaatan Tanah yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten
Gorontalo Utara.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

PENGGUNA PETUGAS MENERIMA

LAYANAN — FRONT — DOKUMEN

OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3  Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

Jangka Waktu Penyelesaian

Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;

Biaya/ Tarif

Rp 0,- / Gratis

Produk Pelayanan

1. Izin Perubahan Pemanfaatan Tanah (IPPT)

Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis

1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;

2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;

3) WA danChatbot 0852 9776 1614

4) Telepon : 0852 9776 1614

5) Email : dpmptspgorut@gmail.com

6) Online melalui website SP4N-LAPOR!

(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)

7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

[

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan R Pengelola » Menerima Jawaban

secara langsung, lisan,
telepon dan tertulis

Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.

2

w

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung

1. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan
Nasional RI Nomor 16 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 1 Tahun 2012 Tentang

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

BOoo Nk

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split )

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer
CCTV

0. Jaringan Internet



mailto:dpmptspgorut@gmail.com
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Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak
Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

CONOo TR WD

Kompetensi Pelaksana

1.  Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan
2. Mampu mengoperasikan komputer

3.  Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4, Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi,

transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu
JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




REKOMENDASI DISTRIBUTOR PENYALUR PUPUK

Service Delivery

1. | Persyaratan
1. Surat Permohonan Rekomendasi Distributor/ Penyalur Pupuk dari
Kecamatan
2. Rekomendasi Dinas Pertanian
3. Foto copy KTP Pemohon (Pimpinan Perusahaan)
4. Foto copy Akte Pendirian CV (untuk distributor)
5. Fotocopy NPWP Pemohon
6. Foto copy Daftar Alat Angkut (untuk distributor)
7. Pasfoto Pemohon ( ukuran 3 x 4 ) 3 lembar
2. | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
PENGGUNA PETUGAS MENERIMA
LAYANAN — FRONT — DOKUMEN
OFFICE PERIZINAN

1 Pemohon datang keloket pelayanan untuk mendapatkan informasi dan
formulir permohonan perizinan dari petugas pelayanan

2 Pemohon mengisi formulir permohonan yang disediakan untuk pengajuan
permohonan perizinan

3 Pemohon mendaftarkan dan memasukkan kelengkapan berkas
permohonan kepetugas di loket pelayanan ( front office)

4. Apabila dokumen perizinan telah selesai di proses, pemohon dapat
mengambil dokumen perizinan tersebut melalui petugas di loket
pelayanan

3. | Jangka Waktu Penyelesaian
Maksimal 5 (Lima) hari kerja sejak berkas permohonan diterima dan dinyatakan
lengkap;
4. | Biaya/ Tarif
Rp O,- / Gratis
5. | Produk Pelayanan
1. Rekomendasi Distributor Penyalur Pupuk
6. | Penanganan Pengaduan, Saran danMasukan

1. Pengaduan dapat dilakukan melalui : Media/sarana yang dapat digunakan
untuk berinteraksi antara pemohon dan petugas yang melayani antara lain




Melalui pengaduan langsung, email, atau surat aduan secara tertulis
1) Tatap Muka langsung kepada Pejabat Pengelola Pengaduan;
2) Tertulis disampaikan ke Kotak Pengaduan;
3) WA danChatbot 0852 9776 1614
4) Telepon : 0852 9776 1614
5 Email : dpmptspgorut@gmail.com
6) Online melalui website SP4N-LAPOR!
(www.lapor.go.id /dpmptsp.gorutkab.go.id)
7) Media Sosial : Facebook : Dpmptsp Gorontalo Utara dan

Instagram : @dpmptspgorut

2. Alur Penanganan Pengaduan

—— (

Pengguna Layanan Pejabat Pengelola Tim Pengguna Layanan
menyampaikan aduan Pengaduan Menerima Jawaban
secara langsung, lisan,
telepon dan tertulis

Pengelola
Menerima Aduan Pengaduan Pengaduan

—
) -

3. Jangka Waktu Penyelesaian Pengaduan:

1) Pengaduan ringan, selambat-lambatnya 3Jam;

2) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan, selambat —
lambatnya 5 hari kerja;

3) Pengaduan bersifat memerlukan pemantauan kelapangan dan koordinasi
antar Instansi, selambat-lambatnya 10 hari kerja;

Manufacturing

1.

Dasar Hukum

1.
2.

w

Undang — Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tetang Penyelenggaraan Perizinan
Berusaha Berbasik Risiko

Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan
Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21 /M- DAG/PER/6/2008 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian

. Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 07/M- DAG/PER/2 /2008 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor : 21 /M-DAG/ PER/
6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor
Pertanian

. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15 / M-

DAG/PER/4/2013 Tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi
Untuk Sektor Pertanian

Sarana, Prasaranadan / atau Fasilitas

Sarana dan Prasarana

1.

2.

3
4
5.
6.
.
8
9
1

Taman Pelayanan Perizinan dilengkapi dengan Anjungan Layanan Mandiri
dan pendingin udara ( AC Split)

Ruang tunggu dilengkapi dengan pendingin udara ( AC Standing ) dan kursi
tunggu sofa

Tempat parker kendaraan roda dua dan roda empat

Tempat Penitipan Helm

Tempat Charger HP

Gerai pelayanan

ATK

Komputer dan Printer
CCTV

0. Jaringan Internet
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Fasilitas Pendukung

Ruang laktasi

Tempat bermain anak
Ruang konsultasi dan pengaduan
Mesin antrian elektronik
Televisi

Musola

Kantin

Area merokok

9. Mesin Fotocopy

10. Toilet umum dan disabilitas
11. Kursiroda

12. Genset

13. Tabung pemadamapi ( APAR)

LN~ WNE

Kompetensi Pelaksana

1. Sumber daya manusia dibekali dengan bimbingan-bimbingan teknis
mengenai perizinan

2. Mampu mengoperasikan komputer

Memahami Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan

4. Memahami kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan yang
terkait

5. Memiliki prinsip pelayanan yaitu cepat, mudah, terintegrasi, transparan,
efisien, efektif, dan akuntabel.

w

Pengawasan Internal

1. dilakukan oleh atasan langsung secara berjenjang
2. dilaksanakan secara kontinyu

JumlahPelaksana

Dua Belas (12) orang

Jaminan Pelayanan

1. Pelayanan didukung oleh petugas yang berkompeten dengan prinsip
pelayanan yang prima
2. Adanya kepastian persyaratan, prosedur, proses, waktu dan biaya

Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan

1. Surat izin/surat keputusan izin yang dibubuhi tanda tangan, nomor,
tanggal serta cap stempel basah sehingga dijamin keasliannya.

2. Surat izin/surat keputusan izin menggunakan kertas berkop dinas

3. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan diberikan kepada setiap
pemohon sesuai dengan peraturan yang berlaku

Evaluasi Kinerja Pelaksana

1 Pelaksanaan evaluasi kinerja dilakukan secara rutin dan kontinyu
pertriwulan, persemester dan evaluasi tahunan

2 Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
dengan cara setiap pemohon yang telah rampung mengurus dokumen
perizinannya wajib mengisi kuisonier Survey Kepuasan Masyarakat ( SKM )
secara manual.




